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KATA PENGANTAR

Q‘E

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan
sebagaitindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun
sebagaisalahsatubentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk
mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan
Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing
unit dilingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Keuangan, Direktorat P2D telah menerapkan metode Balance Score Card (BSC) sebagai
alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat P2D diukur berdasarkan penilaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
(SS)yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D Tahun
2024.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat P2D akan
selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya
yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah
dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi
kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah. Keyakinan untuk memperoleh
pencapaian yang lebih baik, Direktorat P2D akan senantiasa berupaya melakukan
perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku
kepentingan.

Jakarta, 12 Februari2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,

Adriyanto
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
periode 2020- 2024, dijabarkan visi dan misi DJPK yang diaktualisasikan ke dalam 5 (lima)
tujuan yaitu: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, (2) Pengelolaan negara
yang berkualitas, (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah
yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, (4). Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi
Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD,
kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta
penguatan pemantauandan evaluasi, (5) Birokrasidanlayanan publik yang agile, efektif dan
efisien. Dalam hal ini, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) memiliki
peranyang penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan DJPK. Peran tersebut kemudian
dijabarkan melalui sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dengan berbagai program
dan kegiatan pendukung yang diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama.
Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan
dan Perekonomian Daerah untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan
serta alat monitoring dan evaluasi target kinerja.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat P2D
telah menetapkan 16 (enambelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam
Kontrak Kinerja (KK) Direktorat P2D Tahun 2024, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja
selamatahun 2024, yaitu:

1. Indeksintegritas organisasi;

2. Tingkat efektivitas pengendalianrisiko fiskal daerah;

3. Tingkat efektivitas kerja sama keuanganinternasional;

4. Indeks efektivitas kebijakan belanja negara;

5. TingkatImplementasiKebijakan Pembiayaan daninvestasi Daerah;

6. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah;

7. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending;

8. NilaiKinerja RegulasiPrioritas;

9. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah;
10. Tingkat kualitas penyelesaianindeks kualitas layanan publik daerah;

11.  Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
12. Persentase rekomendasihasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti;

13. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan;

14. Persentase Implementasilnisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics;

15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;

16. Indeks PengawasanKearsipanInternal;

Dari 16 IKU yang ditetapkan, sebanyak 9 (sembilan) IKU merupakan IKU yang
cascading peta dan sebanyak 7 (tujuh) IKU lainnya merupakan hasil penyempurnaan dan
penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan saat ini, Direktorat P2D terus
berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-
langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga
pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah
ditentukan.
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BAB | PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan
sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.1/2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah unit kerja
di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan
daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah.
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah selaku unit eselon Il di kantor pusat,
memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai
capaian kinerjayang telah dilaksanakan dalam tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk
mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan
Kinerjajuga disusun sebagaialat kendalidan pemacu peningkatankinerjamasing-masing unit
di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Laporan Kinerja Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan pada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam menghadapi tantangan di masa yang akan
datang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor118/PMK.01/2021tentang Organisasidan
Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat P2D mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan
daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2D TAHUN 2024



Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1)

2)

4)

9)

6)

7)

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan
daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah,
kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi
pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan
daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah,
kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi
pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa,
dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal
nasional, dan perekonomian daerah;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan
daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan
keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional,
dan perekonomian daerah;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa,
dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal
nasional, dan perekonomian daerah;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pembiayaan
dan Perekonomian Daerah;

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian

Daerah terdiridari 4 (empat) timregular dan1(satu) Subdirektorat, yaitu:

1)
2)
3)
4)
3)

Tim Reguler Analisis Ekonomi Daerah;

Tim Reguler Pembiayaan Daerah;

Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah;

Tim Reguler Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Daerah;
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.



Gambar 1. Struktur Organisasi
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Sumber: diolah dari KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
pasca Penataan Organisasi

Berdasarkan basis data aplikasi Human Resources Information System (HRIS) per
tanggal 31 Desember 2024 jumlah pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah adalah sebanyak 70 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1) KomposisiPegawaiBerdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
jabatanterdiriatas 1orang pejabat eselonlldenganjenis kelamin laki-laki, 1orang pejabat
eselon lll dengan jenis kelamin laki-laki, 2 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin 1
laki-lakidan1Perempuan, 4 orang AKPD AhliMadya denganjenis kelamin laki-laki, 16 orang
AKPD Ahli Muda dengan jenis kelamin laki-laki 14 orang dan jenis kelamin perempuan 2
orang, 1 AKPD Ahli Muda dengan jenis kelamin perempuan, serta sebanyak 45 orang
pelaksana dengan komposisi 27 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.
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Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
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2) Komposisi PegawaiBerdasarkan Golongan
Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
golongan terdiri atas 3 jenis golongan, yaitu golongan I, golongan lll, dan golongan 1V,
dengan rincian sebagai berikut: 9 orang pegawai bergolongan Il dengan komposisi 4
orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 43 orang pegawai golongan lll dengan komposisi
27 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, serta sebanyak 18 pegawai golongan IV
dengan komposisi17 orang laki-laki dan1orang perempuan.

Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
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Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

3) Komposisi PegawaiBerdasarkan Usia

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
Usia terdiri atas kelompok usia dibawah 25 tahun yang terdiri dari 2 orang perempuan,
kelompok usia antara 26 s.d. 40 tahun yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 17 orang
perempuan, kelompok usia antara 41 s.d. 55 tahun yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 3
orang perempuan, serta kelompok usia diatas 55 tahun yang terdiri dari 1 orang laki-laki.
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Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
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4) Komposisi PegawaiBerdasarkan Pendidikan Terakhir

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
pendidikan terakhir terdiri atas 1 orang laki-laki dengan pendidikan terakhir S3, 27 orang
dengan pendidikan terakhir S2 dengan komposisi 20 orang laku-laki dan 7 orang
perempuan, 31 orang dengan pendidikan terakhir ST dengan komposisi 22 orang laki-laki
dan 9 orang perempuan, 2 orang perempuan dengan pendidikan terakhir D4, 4 orang
dengan pendidikan terakhir D3 dengan komposisi1oranglaki-lakidan 3 orang perempuan,
1 orang perempuan dengan pendidikan terakhir D1, serta 2 orang laki-laki dengan
pendidikan terakhir SMA.

Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir
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Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2D TAHUN 2024



C. SumberPendanaan

Pada Tahun Anggaran 2024, pendanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
Program/KegiatanTA 2024

Uraian Program/Kegiatan

1 Program Dukungan Manajemen
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 24.860.000
Pengelolaan Organisasidan SDM 24.860.000
2 Program Kebijakan Fiskal
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 1.749.194.000
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 1.749.194.000

Program Pengelolaan Belanja Negara

3 Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD 3.331.960.000
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 2 318 628.000
Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 958.096.000
Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD 55236 000

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Tabel 2. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian
Output TA 2024

Uraian RO

1 ALCO Regional (PU) 219.983.000
2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1.475.951.000
3 Bimtek Transfer ke Daerah (PU) 842.677.000
4. | Kajian Analisis Mandatory Spending (PU) 136.686.000
5. | Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah 178.100.000
6. éEUI‘;I PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional 343.412.000
7 KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian 12.911.000
Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2D TAHUN 2024 n



8 Perpres Turunan PP terkait UU HKPD 42.325.000
9 | PMKBatas maksimum Kumulatif Defisit Daerah 39.080.000
10. PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah 129.665.000
m PMK Turunan PP terkait UU HKPD 630.038.000
12. RekomendasiKebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah 469.524.000
13. | RekomendasiPenerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU) 270.516.000
14. Rekomendasi Pengelolaan Organisasi 24.860.000
15, E:E;rknaegg23i:s&l:3tpli;r;k;;ysrEa,\rlw SubsidiBunga Pinjaman Daerah Dalam 10.780.000
16. RekomendasiTingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) 173.786.000
17. RekomendasiTunjangan Kinerja ASN Daerah 105.720.000

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah tahun 2024. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami
beberapa kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan melalui revisi POK maupun revisi
DIPA menyesuaikan dengan arahan kebijakan dan optimalisasi anggaran.

Secarassistematis, isi dari laporanini disusun sebagai berikut:

BAB 1Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, yang dijelaskan dengan latar
belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta juga penjelasan terkait sumber
pendanaan organisasi.
BAB 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait perencanaan strategis sesuai amanat yang
tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 serta
penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi yang dapat dilihat dari capaian setiap
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) beserta penjelasan
setiap capaian Indikator Kinerja Utama. Pada bab ini juga dijelaskan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB 2
Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana
perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi
serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti
Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan
strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.



BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024,
DJPK menjadi bagian Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi
yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Arah
kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda
prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan DJPK adalah sebagai
berikut:

1) Pengelolaanfiskal yang sehat dan berkelanjutan
2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas
3) Pengelolaan Kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif,
inklusif, dan berkeadilan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi pengelola hubungan keuangan
pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan
layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi
Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan
dengan Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan da Memastikan
belanja negarayang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selainitu, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung
misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif,
inklusif, dan berkeadilan.

2) Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan
keuangan daerahyang akurat, kredibel, danrealtime.

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya
Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dengan visi dan misi tersebut, Direktorat P2D sebagai unit pengelola dan pelaksana
kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah bertekad untuk
menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berkelas dunia dan
dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam
mencapai visidan misi tersebut, Direktorat P2D menetapkan beberapa tujuan, yaitu:

1) Peningkatan kualitas kebijakan di bidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah
yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah; dan
2) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat P2D telah
menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat P2D pada 2024,
ketiga sasaran strategis tersebut adalah:
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1) BelanjaNegarayang Berkualitas dan Akuntabel

2) Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif

3) AlokasiBelanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel

4) FormulasiKebijakan Fiskal yang Optimal

5) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
6) Organisasidan SDMyang BerkinerjaTinggi

7) Pengelolaan Keuangan dan BMNyang Akuntabel

Sasaran strategis tersebut diemplementasikan dalam kegiatan diantaranya:

1) Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

2) Monitoring dan Evaluasikinerja Anggaran Pusat dan TKDD

3) Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD
4) Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Gambar 1. Peta StrategiDirektorat P2D Tahun 2024

Stakeholder
* 1a-CP Indeks integritas organisasi
P u * 1b-N Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah
E
R customer [ » ) i e
1 Kebijakan, Fiskal yang Ekspansif dan Kopsolidatif :
s 1
i I' 2a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional * 3a-CP Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah 1
P = * 2b-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara * 3b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending ]
E - \ * 2c-CP Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah 1
c
Internal A ) ) P dalian d i | bernilai tambah
T Process [ Formulasi Kebiiakan Fiskal yang Optimal Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah d
1
! | * 4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas * 5a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 1
v | * 4b-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan telah ditindaklaniuti 1
E 1 keuangan daerah * 6b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen vyang 1
| * d4c-N Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik ditindaklaniuti 1
s | daerah -

#‘ 48 * Ba-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan = 7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
5 * 6b-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK * 7b-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

dan Data Analytics

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024

Peta Strategi Direktorat P2D 2024 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran
Program/Kegiatan di dalam 4 kelompok perspektif balance scorecard. Sebagaimana
tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D, terdapat 16 Indikator Kinerja
Utama (IKU) tahun 2024 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7
Sasaran Strategis denganrincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat P2D Tahun 2024

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Belanja Negarayang 1. IndeksIntegritas organisasi
Berkualitas dan Akuntabel 2. Tingkat efektivitas pengendalianrisiko fiskal
daerah
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Kebijakan Fiskal yang 3. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan

Ekspansif Konsolidatif internasional

4. Indeks efektivitas kebijakan belanjanegara

5. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan
daninvestasi Daerah

3. AlokasiBelanja Pusat dan 6. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

~

TKDyang tepatdan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban
akuntabel Mandatory Spending

4. Formulasi kebijakan fiskal

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Indeks kualitas analisis pengelolaan dana
transfer dan keuangan daerah

10. Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas
layanan publik daerah

0 ®

yang optimal

5. Pengendaliandan 11. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK
Pengawasan Internal yang BUN yang telah ditindaklanjuti
bernilaitambah 12. Persentase rekomendasihasil pengawasan ltjen
yang ditindaklanjuti
6. Organisasidan SDMyang 13. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
berkinerja tinggi 14. Persentase ImplementasiInisiatif Strategis
RBTK dan Data Analytics
7. Pengelolaan Keuangandan | 15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
BMN yang akuntabel 16. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

PerjanjianKinerjadan SasaranKinerja Pegawai Kemenkeu-Two DirektoratPembiayaan

dan Perekonomian Daerah Tahun 2024 ditetapkan pada 31 Januari 2024 dengan Nomor
Perjanjian Kinerja PK-6/PK/2024. Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat
Jenderal Nomor ND-1105/PK.1/2024 hal Adendum Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen
Risiko Unit Eselon Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maka
Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah dilakukan addendum dengan nomor adendum PK-6a/PK/2024 yang
ditetapkan pada 26 Juni 2024. Perubahan PK dan SKP dalam adendum dimaksud antara lain:

)

Penghapusan Sasaran Strategis Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan TKD dan IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran
belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Pada awal pelaksanaan refinement kinerja Kemenkeu
tahun 2024, IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah
Pusat dan TKD diarahkan untuk dapat mengukur dampak di daerah atas sinkronisasi
perencanaan penganggaran yang telah dilakukan terutama tagging belanja untuk 4
bidang prioritas. Namun perkembangan pembahasan manual IKU tingkat sinkronisasi
perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, pada tahun 2024 hanya
mengukur kualitas perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
melalui identifikasi alokasi belanja Pemerintah Pusat yang telah selaras/harmonis dan
tidak terjadi duplikasi dengan alokasi TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
Menindaklanjuti hal tersebut IKU ini telah diusulkan untuk didrop dalam rapat koordinasi
dengan Sekretariat DJPK mengingat manual IKU ini tidak terkait dengan tugas dan fungsi
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah




2) Perubahan target dan/atau trajectory IKU dalam rangka pendalaman dan elaborasi atas
target dan realisasi IKU agar dapat memberikan umpan balik bagi organisasi dalam
periode waktu yang lebih pendek sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Target IKU

Sebelum Menjadi

Indikator Kinerja Utama — - =

Ql Q2 Sm. Q3 Y | Q1 Q2 Sm.l Q3 Q3 Q4 Y
Indeks integritas 100|100]100]100]100}100|100]100]100
organisasi
Tingkat efektivitas 35135 80180 15|135]|35|50]|50|80]80
pengendalianrisiko fiskal
daerah
Tingkat efektivitas kerja 100|100]100]100]100]100|100]100]100
sama keuangan % | % | | % | % | % | %] % | %
internasional
Indeks efektivitas 851 85 85]185]185]|85]|85]85
kebijakan belanjanegara
Tingkat Implementasi 50150175175 10%| 25| 25|50]|50|75|75
Kebijakan Pembiayaan % | % | % | % BB % | %)% | %
dan Investasi Daerah
Indeks Kualitas Pengelola 78 178 7817817878 |78|78]|78]|78]78
Keuangan Daerah
Tingkat Kepatuhan 70170 701701687070 |72 72|74 ]74

terhadap Kewajiban
Mandatory Spending

Nilai kinerja regulasi 401 40]60]160185]185]40]160]160]80]180]95]95
prioritas
Indeks kualitas analisis 861861513030 |45]145]|86| 86

pengelolaan dana transfer
dankeuangan daerah

Tingkat kualitas 75175 75180]80|80|80|80]80]80
penyelesaianindeks
kualitas layanan publik

daerah

Persentase rekomendasi 30| 30 30 [91%]919%]|10%] 30 | 30 | 35 | 35 |91%]91%
BPK atas LKPP dan LK- % | % % % | % | % | %
BUNyang telah

ditindaklanjuti

Indeks Pengawasan 91 | 91 9119112191191 9]91]91] 9

Kearsipan Internal

Penyusunan Perjanjuan Kinerja Tahun 2025 telah mempertimbangkan amanat yang
tercantum dalam rancangan renstra DJPK dan rencana kerja DJPK. Dalam peta strateqi



Direktorat P2D tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh
Direktorat P2D pada 2025, ketujuh sasaran strategis tersebut adalah:

1)
2)
3)
4)

9)
6)
7)

Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel

Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif

Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis

Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang
efektif

Pengawasan dan pengendalianinternal yang efektif

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif
Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
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BAB 3

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi
filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud
dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai
cerminan kekayaan budaya Nusantara.




BAB lll AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang
didasarkan atas pola Balance Scorecard. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU
memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan
dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawahini:

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2024

Kode Sasaran Program/Kegiatan Target Realisasi
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2024 pLop 2

Indeks

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%) 114,07

1a-CP | Indeks Integritas Organisasi
Tingkat efektivitas pengendalian risiko

fiskal daerah

1b-N

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)

Tingkat efektivitas kerja sama keuangan
internasional

Indeks efektivitas kebijakan belanja
negara

Tingkat Implementasi Kebijakan
Pembiayaan dan investasi Daerah

100% 108,33%

2b-CP 85 87,46

2c-CP 75% 90%

Indeks Kualitas Pengelola Keuangan
Daerah

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban
Mandatory Spending
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)

3a-CP

3b-N 4% 90,43%

4a-CP

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
Indeks kualitas analisis pengelolaan dana
transfer dan keuangan daerah

Tingkat kualitas penyelesaian indeks
kualitas layanan publik daerah

4b-N 86

4c-N 80%

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
5a-CP . .o 91%
dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

5b-N Persentase rek'omendasi'h.asil o 97%
pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti

LEARNGING AND GROWTH PERSPECTIVE (25%) 113,64
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Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Persentase Implementasi Inisiatif

6b-CP
Strategis RBTK dan Data Analytics

94% 100%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 103,31%
7b-N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal 91 112,94
NILAI KINERJA ORGANISASI

Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu
Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 2
(dua) IKU, yaitu Indeks Integritas organisasi dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal
daerah. Pada KU Indeks Integritas Organisasi mencapai nilaiindeks 106,02 dan pada Tingkat
efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah mencapai indeks 120. Sehingga dengan bobot
sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 114,07
terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada Customer Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan vyaitu
Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat
dan Akuntabel. Pada sasaran/program kegiatan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional yang
mencapai indeks 108,33, Indeks efektivitas kebijakan belanja negara yang mencapai indeks
102,89, dan Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah yang
mencapai indeks 120. Pada sasaran/program kegiatan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang
Tepat dan Akuntabel diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu Indeks Kualitas Pengelola Keuangan
Daerah yang mencapaiindeks 119,92 dan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory
Spending yang mencapai indeks 120. Dengan bobot 20%, Customer Perspective
memperoleh nilaiindeks capaian sebesar115,28 untuk NKO.

Dalam bidang Internal Process Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran
program/kegiatan. Pertama, Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal terdiri dari 3 (tiga) IKU,
yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dengan indeks capaian sebesar 119,79 Indeks kualitas
analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dengan indeks capaian sebesar
113,02 an Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah dengan indeks
capaian sebesar 120. Kedua, Sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai
Tambah yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar 100,74 dan Persentase
rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar
102,04. Sehingga dengan bobot sebesar 25%, bidang Internal Process Perspective
memberikan kontribusi nilai sebesar109,25 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran
program/kegiatan. Pertama, Sasaran Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi terdiri dari 2
(dua) IKU yaitu IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan indeks capaian sebesar
120 dan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dengan
indeks capaian sebesar 106,38. Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan dan BMN yang
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Akuntabel terdiriatas 2 (dua) IKU, yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan
indeks capaian sebesar108,18 dan IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal denganindeks
capaian sebesar 120. Dengan bobot sebesar 25%, bidang Learning and Growth Perspective
memberikan kontribusi nilai sebesar113,64terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspective di atas, diperoleh Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Direktorat P2D tahun 2024 sebesar 113,06. Dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, NKO Direktorat P2D mengalami penurunan dari 113,85 menjadi 113,06 namun
pencapaian ini masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” denganrange (100 =x =120) dan
predikat Istimewa.

Grafik 5. Perkembangan NKO Direktorat P2D Tahun 2020-2024

120

113,85
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110
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Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah memiliki 4 (empat) komponen
perspective, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama
(IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh IKU berstatus warna hijau atau berhasil
mencapaitarget.

Berikut adalah gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian
masing-masing IKU.

la - CP | Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan
mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun
tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara
transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan
suatu institusi.
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IKU Indeks Integritas mengukur penilaian yang dilakukan dengan mengkombinasikan
pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan
diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan,
akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.
Pada tahun 2024, realisasi IKU Indeks integritas diukur dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian
Integritas (SPI) dan Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan
Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria
WBBM.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden
internal) dan penggunalayanankemenkeu (responden eksternal) dan Tingkat pemenuhan unit
terhadap WBBM. Adapun formula penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

~

Capaian IKU = Rata-Rata NilaiKomponen1dan 2
Komponen1 = Survei Penilaian Integritas

Komponen 2 = Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan
Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

- J

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini
memiliki capaian sebesar 106,02 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel
sebagaiberikut.

Tabel 6. Perhitungan capaian Indeks Integritas Organisasi

1Indeks Integritas 91,66% 93,18% 101,65
Pembangunan ZI WBK/WBBM 10% 11,6%
Tingkat kelulusan WBK di TPK 54% 62,78%
Keberlanjutan ZIWBK WBBM 36% 36,00%
2 WBK + Keberlanjutan 110% 110,38% 110.38
Rata-Rata 106,02
TargetTWIV 100
Indeks 106,02

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2024 dan
Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK menjadi sumber data dukung capaian
atas KU ini. Target IKU inipada 2024 adalah 100 dengan capaian sebesar 106,02 dan periode
pelaporantahunanyang didapatkan pada triwulan empat.
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Tabel 7. Capaian Indeks Integritas Organisasi

Target 100 | 100 100 100 | 100 100 100
Realisasi 120 10775 | 107,15 108 | 108 106,02 106,02 Maximize/Take

Last Known
Capaian 120 | 107305 | 107,15 108 | 108 106,02 106,02

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai
dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan
standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2020 - 2024

Target Renstra Kemenkeu & 90 90,5 91 91,5 92
DJPK

Renja Kemenkeu - - 91 91,5 92
Renja DJPK - - 91 91,5 92
Standar nasional - - - - -
Target pada Kontrak Kinerja 90* 90,16* 90,66* 91,16 100*
Realisasi 92,20* 91,91* 91,16* 95 106,02

*target danrealisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Tercapainya target Indeks Integritas organisasi, menunjukkan bahwa tujuan DJPK
untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat
tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam
menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPItahun 2023 serta program-program anti
korupsiyang dijalankan selama tahun 2024 termasuk dalam halini Direktorat P2D yang meraih
predikat Wilayah Bebas Korupsi dalam rangka kegiatan pencegahan korupsi.

Tindakan/Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah
sebagaiberikut:

1) Melaksanakan Optimalisasi Kinerja dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko
Organisasi setiap triwulan dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

2) Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan
kejiwaan antara lain implementasi nilai kesetaraan dalam pelaksanaan tugas, cotinuous
improvement, serta menjadi muslim yangihsan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Konsep penilaian disusun oleh KPK berkoordinasi dengan inspektorat jenderal
kemenkeu, dengan target penilai dari pihak eksternal (counterpart DJPK), sehingga
rentan kendali terhadap capaian kinerja sangat rendah.
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2) Isupekerjaan DJPK sebagaialokator, rawan terhadap isu penegakan integritas

3) Masihterdapat stakeholder (pemerintah daerah) yang mencari celah terkait Pengelolaan
TKD (perencanaan, alokasi, pelaporan);

4) Masih terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan
pengurusananggaran TKD kepada pemerintah daerah, sehingga perlu di pastikan bahwa
pihak tersebut tidak terkait dengan DJPK, dan persuasi Kebijakan kepada pemerintah
daerah mengenai akuntabilitas dan integritas sebagai komitmen DJPK;

5) Budaya kerja stakeholder (pemerintah daerah) masih ada yang menganggap sudut
pandang kekeluargaan tidak termasuk bagian isuintegritas (misalnya pemberian service
atas kunjungan ke daerah, pemberian cindera mata kepada pejabat/pegawai
pemerintah daerah)

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah
melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting dan media
komunikasidaring (whatsapp danms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Atas kendala tersebut, Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025
adalah sebagai berikut:

1)  Melaksanakan keberlanjutan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat P2D
(WBBM)

2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan dan pengejawantahan nilai
integritas pada Direktorat P2D

3) Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan
mental

4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait integritas pegawai P2D

5) Berkoordinasi dengan UKIDJPK terkait Pengelolaanintegritas Dit. P2D

6) Mengikuti, memantau, dan memerintahkan kepada seluruh pegawai P2D yang menjadi
responden SPI, untuk melakukan pengisian SPI

7) Memastikan Direktorat P2D berkontribusi terhadap penilaian indeks integritas.

1b - N | Tingkat efektivitas pengendalianrisiko fiskal daerah

Risiko fiskal merupakan suatu risiko yang berpotensi memilikidampak terhadap APBN
dan keuangan negara di masa mendatang. Hal ini perlu dimitigasi dengan tujuan untuk
meminimalisasimaupun menghilangkan dampak yang terjadiagar tidak menimbulkan distorsi
perekonomian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah
merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur atau menilai sejauh mana efektivitas
pemantauan dan pengendalian risiko fiskal daerah dilakukan agar meminimalisir dampak
negatif dari inefisiensi belanja pemerintah daerah terhadap perekonomian dan/atau postur
APBN.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji terkait
pengelolaanrisiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam perumusan
kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah selanjutnya.



Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah
adalah sebagai berikut:

ﬂapaiaanU = \

Identifikasi kebutuhan data: 5

PermintaanData: 5

Inventarisasi data (data diterima dari stakeholder): 5
Datadiolah: 5

Assessment awal risiko fiskal daerah: 25
Refinement Assessment risiko fiskal daerah: 15

Kualitas capaian pola belanja daerah
hasilindeks <60=20
hasilindeks 60-65=35

Qasil indeks>65 = 40 /

Grafik 6. Perhitungan capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah
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Tabel 9. Perhitungan capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah

1 19,8 26,0 59,9 13,0
2 239,56 50,9 179,6 38,5
3 359,3 150,8 299,4 100,9
4 4791 226,6 4192 188,7
5 598,8 322,8 538,9 274,7
6 718,6 429,0 658,7 375,9
7 838,4 553,4 778,5 4912
8 958,1 671,2 898,2 612,3
9 10779 767.,8 1018,0 719,56
10 197,7 870,9 1137.,8 819,3
1 1317,4 986,1 1257,5 928,5
12 1437,2 1181,8 1377,3 1084,0
Total 8623,2 5646,4
Indeks Pola Belanja (arearriil/area ideal) 65,5%

Indeks pola belanja daerah menggambarkan risiko inefisiensi belanja daerah yang
diukur dari besaran capaian realisasi belanja actual dibandingkan dengan pola realisasi
belanjaideal. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan model Lorenz Curve, dimana luas
kurva actual dibandingkan dengan luas kurva ideal. Dengan nilai maksimal 100 (skala O-100)
maka Indeks sebesar 65,5% berarti pola belanja daerah masih berada level yang belum
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optimal. Namun demikian, angka ini dapat dijadikan baseline untuk pemantauan risiko fiskal
terkait inefisiensi belanja daerah kedepannya. Dengan kebijakan berupa monitoring dan
evaluasi percepatan belanja daerah, di Tahun 2025 diharapkan terdapat perbaikan atau
peningkatan Indeks pola belanja daerah di atas 65,5%.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini
mencapairealisasi sebesar120.

Tabel10. Capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah

Target 15 35 35 50 50 80 80

Realisasi 20 45 45 60 60 100 100 Maximize/Take Last
Capaian 133.33 128,57 128,57 120 120 125 125 Known

Nilai Kinerja 120 120 120 120 120 120 120

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
untuk mengukur atau menilai sejauh mana efektivitas pemantauan dan pengendalian risiko
fiskal daerah dilakukan agar meminimalisirdampak negatif dariinefisiensi belanja pemerintah
daerah terhadap perekonomian dan/atau postur APBN. IKU ini belum terdapat pada renja
maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru
berdiri mulai 13 Juli 2023. IKU ini diangap penting dalam rangka menganalisis, mengevaluasi
dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi
masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah
selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi dampak positif bagi DJPK pada
khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Monitoring belanja daerah bulanan dan konfirmasi belanja bulanan ke Dit. SIPT untuk
memastikan bahwa belanja daerah telah sesuai dan tidak understated

2) Melakukan forecasting data belanja daerah dan melakukan assessment risiko fiskal
daerah untukrisiko inefisiensi belanja daerah sampai dengan desember 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Adanya kendala terkait dengan data dari SIPD yang bermasalah sehingga validitas data
APBD masih menjadi konsen pimpinan. Data yang sulit divalidasi menyebabkan
perhitungan besaran risiko menjadi tidak valid yang pada akhirnya akan menyebabkan
pengambilan keputusan terkait risiko tertentu menjadi tidak tepat.

2) Risiko fiskal daerah yang dipantau saat ini terbatas terkait dengan pola belanja, padahal
risiko yang seharusnya dipantau masih banyak seperti pinjaman daerah, KPDBU, risiko
makroekonomi, dan lain-lain. Namun menghitung dan menganalisis besaran risiko
tersebut memerlukankajian mendalam dan dukungan tenaga ahliyang kondisinya saat ini
masih terbatas.
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Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:

1) Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan untuk memastikan
validitas apbd setiap bulannya.

2) Akan dilakukan FGD dan diskusi dengan stakeholders, akademisi, dan tenaga ahli untuk
memperdalam wawasan dan pengetahuan terkait analisis assessment risiko fiskal
daerah.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat
koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms.
Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Koordinasi dengan SIPT untuk data belanja daerah yang lebih granular (per bulan per
daerah) untuk assessment risiko fiskal daerah 2025.

2) Melakukanpenambahanassessmentrisiko fiskal daerah untuk risiko KPDBU, risiko makro
ekonomi, danrisiko bencana.

2a-CP | Tingkat efektivitas kerja sama keuangan
internasional

Indonesia termasuk negara dengan risiko tinggi atas kerugian akibat terjadinya
bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasar data Bank Dunia, Indonesia berada
diperingkat 12 dari 35 negara di dunia denganrisiko tinggi terdampaknya ekonomi, sosial, dan
masyarakat akibat terjadinya berbagai bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar
risiko sembilanbencanaalamutama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanahlongsor, letusan
gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan kekeringan. Lebih jauh,
Indonesia juga menghadapi beragam bencana nonalam seperti pandemi, epidemi, atau
konflik sosial.

Dalam menghadapi risiko kerugian ekonomi sebagai dampak bencana besar,
Pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang juga cukup besar untuk
disalurkan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. Namun, kapasitas
fiskal yang terbatas membuat pemerintah perlu melaksanakan strategi yang tepat untuk
menyediakan pendanaan penanggulangan bencana memadai tanpa membebani keuangan
negara.

IKU Tingkat Efektifitas kerja sama keuangan internasional mengukur kontribusi
Indonesia terhadap komitmen internasional yaitu perumusan kebijakan penanggulangan
bencana. DJPK berperan dalam pengukuran perumusan kebijakan partisipasi dari dan
manfaat bagi Pemerintah Daerah. IKU ini bertujuan untuk mengukur perumusan Kebijakan
Pooling Fund Bencana (PFB), mengukur perumusan PMK pelaksanaan pengelolaan dana
bersama penanggulangan bencana dan memperkuat skema penjaminan pemerintah sebagai



salah satu insentif/dukungan fiskal untuk implementasi Transisi Energi dalam bentuk regulasi
(Perpres dan PMK ETM), mengukur penyelesaian perumusan kebijakan aksi perubahan iklim
internasional melalui ETM Country Platform dan Energy Transition serta penyelesaian tahapan
persiapan Aksesi OECD, dan mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara
berkelanjutan. DJPK memberikan kontribusi terhadap IKU dalam hal ini terkait dengan
perumusan kebijakan penanggulangan bencana (pooling fund bencana/PFB).

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas Kerjasama keuangan internasional
adalah sebagai berikut:

Capaian|KU: (Realisasi Komponen1 + Realisasi Komponen 2)/2

Komponen1: kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional
Komponen 2: pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini
mencapairealisasi sebesar108,33% dengan capaian108,33.

Tabel11. Capaian Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Maximize/Take

Realisasi 100% 106,67% 106,67% 104,45% 104,45% 108,33% 108,33%
Last Known

Capaian

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) FGDuntuk meningkatkan kesadaran (awareness) pemerintah daerah sebagaibagian dari
stakeholder utama PFB, beserta perannya dalam mendukung pengumpulan dana PFB
melalui APBD

2) Survey willingness to participate dan to contribute pimpinan daerah (denganresponden
minimal Sekda/Kepala BPKAD/Bappeda/BPBD/Dinas terkait) terhadap program
asuransi parametrik.

3) Pemetaan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain
kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Adapun tantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Rendahnya kesadaran/awarness pimpinan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian
dana penanggulangan bencana untuk melindungi keuangan daerah dalam menghadapi
risiko kerugian akibat bencana
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2) Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas pada penyusunan APBD tercermin
dari hasil kajian bahwa indeks risiko bencana memiliki slope negatif terhadap anggaran
BiayaTidak Terduga (BTT)

3) Terbatasnyakapasitas fiskal daerah pengalokasian dana penanggulangan bencana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:

1)  Menyusun strategi peningkatan kesadaran pemerintah daerah atas pentingnya
partisipasi APBD dalam pengumpulan dana untuk PFB dan mengukur tingkat kesadaran
(awarness) melalui surveiwillingnness to participate (WTP)

2) Menyusun formulasi kontribusi atau partisipasi berserta manfaat yang diperoleh oleh
pemerintah daerah dalam kebijakan Pooling Fund Bencana.

3) Mengidentifikasi serta memetakan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan
memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiscal daerah dan lainnya.

Dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan
kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin khususnya untuk kegiatan
penyusunan kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada
kebijakan PFB memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu senilai
Rp4.414.796.000 (empat miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Proyek Hibah Global Risk Financing
Facility (GRiF) Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh BPDLH. Kegiatan tersebut
dilaksanakan secara hybrid. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan
kegiatan tersebut pada tahun 2024:

Tabel12. Tabel Realisasi Anggaran

Kajian formulasi besaran Rp4.414.796.000 Rp2.152.937.830
partisipasi Pemda dan manfaat
bagiPemda

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaankegiatan PFB tahun 2024, yakni dalam
“Penyusunan Kajian Formulasi Besaran Partisipasi Daerah dan Manfaat Bagi Daerah”. Dalam
rangka penyusunan kajian tersebut, total kegiatanyang ditetapkan dalamrangka penyusunan
kajian tersebut adalah sebesar Rp4.414.796.000,00 dimana sub komponen kegiatan adalah
sebagaiberikut:

1) Pengadaan jasa konsultan Senior Local Government Expert, Junior Local Government
Expert, dan Public Policy Specialist sebesar Rp 528.900.000,00 untuk jangka waktu
kontrak selama 6 bulan.

2) Kegiatan Pertemuan dengan rincian 3 FGD sebesar Rpl146.160.000,00 dan 3
konsinyering diluar kota dengan anggaran sebesar Rp446.240.000,00

3) Perjalanan Dinas dengan rincian Perjadin FGD (Medan, Surabaya, Makassar) sebesar
Rp2.325.336.000,00 dan Perjadin Willingness to Participate untuk kunjungan ke 60
daerah sebesarRp968.160.000,00.
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Sebagai perwujudan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan kajian
tersebut diatas dalam rangka pencapaian IKU tersebut, berikut pencapaian efisiensi untuk

beberapa sub komponenkegiatan:

Tabel 13. Tabel Realisasi Anggaran

Pengadaan Rp528,90 1. Senior Local Rp252,60 1. Senior Local 4 Bulan
jasa Government Government Penyelesaian
konsultan Expert; Expert; dengan?2
2. Junior Local 2. Junior Local Tenaha Ahli
Government Government
Expert; Expert;
3. Public
Policy
2 Perjadin Rp986,16 - 60 Daerah Rp928,73 | - 89 Daerah 5,82% 29 Daerah
Willingness lebih banyak
to
Participate

*dalamjutarupiah

Pencapaian efektifitas dan efisiensi dapat terlihat penyelesaian kajian PFB yang
awalnya direncanakan dapat diselesaikan selama 6 bulan, namun dalam realisasinya dapat
diselesaikan dalam 4 bulan dengan dua Tenaga Ahli dari tiga Tenaga Ahli yang direncanakan,
selain itu dalam proses pengumpulan data dari daerah dapat terlihat pada besaran realisasi
Perjadin Willingness to Participate yang lebih kecil namun dapat menghasilkan output
sebanyak 89 partisipan Daerah dari 60 prtisipan yang direncanakan.

Output dalam pencapaian target IKU tersebut dalam bentuk Kajian Formulasi besaran
partisipasiPemdadanManfaatbagiPemda, yang menjadidasar pemikiran dalam penyusunan
kebijakan Pooling Fund Bencana. Kaitannya dengan analisa GEDSI (Gender Equility Disability
and Social Inclusion) adalah tujuan dari pembentukan Pooling Fund Bencana diharapkan
dapat menggapai semua kelompok terdampak, untuk mendapatkan perlindungan dan akses
yang setara dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Outcome dari IKU tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan
bencana, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan bagi
perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Monitoring dan
evaluasi berbasis GEDSI menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan, sehingga
anggaran kebencanaan dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan dalam membangun

ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
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Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Melanjutkan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada
Kebijakan PFB untuk penambahan dana utama (pokok) PFB
2) Menyusun KMK Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB.

2b- CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

IKU Indeks Efektivitas kebijakan belanja negara mengukur efektivitas kebijakan
belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di
APBN (minimal 3 bidang: penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan
inflasi). Adapun yang diukur saat ini adalah persentase realisasi output belanja tematik
prioritas dibandingkan dengan targetnya. Adapun komponen yang diukurdalamIKU ini antara
lain:

1) Capaian output anggaran dengan Membandingkan realisasi output dengan targetnya
dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator
indeks setiap bidang yakni Penurunan Stunting, Penurunan kemiskinan ekstrem, dan
penurunan inflasi

2) Capaian Outcome yang dihitung melalui nilai survei lembaga eksternal : Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(IPTIK), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Track Quality Index (TQI).

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas Kerjasama keuangan internasional
adalah sebagai berikut:

Capaian|KU:
(Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran + Rata-Rata Realisasi Outcome) / 2

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini
mencapairealisasi sebesar 87,46 dengan capaian sebesar102,89.

Tabel14. Perhitungan Realisasi

Komponen1

Capaian Penurunan Stunting 92,9% 85 78,97

Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem 112,5% 85 104,13

Capaian Peningkatan Investasi 89,19

Rata-Rata Komponen|

Komponen 2

Indeks Pembangunan Manusia 75,02 (target74,39) = 85 85,72
100,8%

Rata-Rata Komponen 2 85,72
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| Capaian Triwulan IV 87,46

Tabel 15. Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

Maximize/Take Last

Realisasi
Known

Capaian

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Telah dilakukan cleansing data APBD untuk meminimalisir anomali data, terutama data
pendapatan

2) DIJPKtelahberkoordinasi dengan Kemendagri dan Stranas PK dalam memitigasi kendala
validitas data SIPD

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah untuk
memastikan ketersediaan data pada saat diperlukan dengan tetap memperhatikan aspek
validitas dari data tersebut. Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan / langkah-
langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melalukan
cleansing data melalui skema semi-otomatis dan skema manual untuk meminimalisir anomali
data.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi
virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien
dari segiwaktu dan biaya.

Perhitungan dan analisis lebih lanjut mengenai IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja
Negara terkait dengan penanganan stunting, ditandai dengan penggunaan indikator yang
berkaitan dengan stunting sebagai salah satu bidang yang tercakup dalam IKU ini.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, Rencana Aksi
yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 dalam hal terdapat kebutuhan data
Realisasi APBD yang berasal dari SIPD, akan melakukan koordinasi yang intensif kepada unit
terkait untuk memastikan validitas data.

2c - CP | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan
investasi Daerah

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah bertujuan
mengukur dan implementasi dari kebijakan Pembiayaan Daerah dan Investasi Daerah yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan dan
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penerbitan Pinjaman Daerah, Obda dan/atau Sukda, serta tata cara pembentukan dan
pengelolaan Dana Abadi Daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan agar
pemetintah daerah tidak tergantung pada TKD dan memberikan akses kepada pemerintah
daerahuntuk memanfaatkan berbagaialternatif instrumen pembiayaan diantaranya Pinjaman
Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan
investasi daerah adalah sebagai berikut:

CapaianIKU:
rata-rata nilai tingkatimplementasi kebijakan pembiayaan daerah (1) dan nilai tingkat
implementasi kebijakaninvestasi daerah (2)

1) Tingkatimplementasikebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada
tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial yaitu, dengan
tahapan sebagaiberikut:

a. pembahasan RPMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah; (25)

b.penyusunanrencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen RPJMD dan
RKPD; (25)

C.penyusunanrencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen Rancangan
APBD:; (20)

d.penyiapan unit pengelola Obda dan/atau Sukda; dan (10)

e.penyiapan struktur organisasi dan perangkat kerja Obda dan/atau Sukda (10)

2) Tingkatimplementasikebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan
pembentukan DAD terhadap daerah yang potensialmembentuk DAD yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:
a. pembahasan RPMK Dana AbadiDaerah; (25)
b.penyusunanrancangan Perda mengenai DAD; (25)
c.rencana pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan

PPAS; (20)

d.penyiapan pengelola DAD; dan (10)
e.penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD (10)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini
mencapairealisasi sebesar 90% dengan capaian sebesar120.

Tabel16. Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan daninvestasi Daerah

Target 10% 25% 25% 50% 50% 75% 75%

Realisasi 25% 50% 50% 60% 60% 90% 90% Maximize/Take Last

Capaian Known

Nilai Kinerja

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Melaksanakan FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi
pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur
layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah

2) Melaksanakan FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi
pemerintah daerah terkait urgensi pembentukan Dana Abadi Daerah terutama bagi
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3)

1)

2)

pemda yang memiliki Silpa tinggi yang bersumber dari DBH SDA agar manfaatnya dapat
digunakan antar lintas generasi.

Melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi
mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah

Adapuntantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

Tanggapan negatif terhadap alternatif pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan
utang daerah

Polical Will pimpinan Pemda yang masih rendah untuk pembentukan DAD dan penerbitan
obligasi/sukuk daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam

mengatasi kendala adalah:

)

2)

3)

Melanjutkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang
berpotensi mengenaitatacarapembentukan DAD dan penerbitanobligasi/sukuk daerah
Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah
Pusat

meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pimpinan pemerintah daerah
terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik
daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk  daerah melalui kegiatan
bimtek/workshop/FGD.

Langkah-langkah penerapan efisiensi yang efektif dapat dilihat pada rincian tabel di

bawahini.

Tabel 17. Kegiatan dan Efisiensi

Rapat Online Koordinasi Output tercapai
Penyusunan RPMK DAD DAD SKALA 1 1 1 1 | danpenyerapan
(Sumber Dana SKALA) sesuai kebutuhan
Pelatihan Persiapan

Wakil Manajer Investasi Output tercapai
BagiRegulatordan DAD SKALA 1 1 1 1 | danpenyerapan
Pengelola Dana Abadi sesuaikebutuhan
Daerah (DAD)

Pendampingan Output tercapai
Pembentukan DAD DAD SKALA 1 1 1 1 | danpenyerapan
ProvinsiAceh sesuaikebutuhan
Pendampingan Output tercapai
Pembentukan DAD Kab. DAD SKALA 1 1 1 1 | danpenyerapan
Bojonegoro sesuaikebutuhan
Pendampingan Output tercapai
Pembentukan DAD DAD SKALA 1 1 1 1 | danpenyerapan
Provinsi Papua Barat sesuaikebutuhan
Rapat Online Output tercapai
Harmonisasibersama DAD APBN 2 2 2 2 | danpenyerapan
Kemenkumham sesuaikebutuhan
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Tidak Output tercapai
Rapat Online Finalisasi memiliki
7 RPMK DAD DAD Pendan 2 2 2 2 | dan pgnyerapan
sesuai kebutuhan
aan
Pendampingan Obligasi Output tercapai
8 Pembentukan Obligasi Daeih APBN 3 4 3 4 | danpenyerapan
Daerah untuk 4 Daerah sesuai kebutuhan
Sukuk .
dan Output tercapai
9 FGD L APBN 3 3 3 3 | danpenyerapan
Obligasi )
sesuai kebutuhan
Daerah
Sukuk ,
dan Output tercapai
10 Sosialisasi Online L APBN 1 1 1 1 | danpenyerapan
Obligasi '
sesuai kebutuhan
Daerah
Jumlah Total 540.794.000 482.106.590 89,15%

Aspek pencapaian efisiensi dan efektifitas untuk pencapaian IKU tersebut diatas
dinilai daribeberapa hal sebagaiberikut:

)} Pelaksanaan kegiatan rapat (5 frekuensi) dan sosialisasi (1 frekuensi) yang bersifat
online;

2)  Aspek penyerapan anggaran yang tidak 100% namun pencapaian output yang sesuai
denganperencanaandimana pencapaiantargetIKU100% yang selaras denganadanya
penghematan anggaran sebesar Rp58.687.410 (10,85%); dan

3)  Daerah tujuan pendampingan perjadin, sosialisasi, dan FGD yang ditujukan kepada
daerah-daerah yang telah sesuai.

Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan,
dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah.
Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor
strategis sepertipendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, danlain-lain.
Dalam penyusunannya, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
sangat penting untuk memastikan bahwa dana inimemberikan manfaat yang adil bagi semua
kelompok masyarakat. Outcome dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan
dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti peningkatkan taraf hidup
masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan edukasi sadar lingkungan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Sosialisasi  lanjutan untuk untuk akselerasi implementasi kebijakan DAD dan
Obda/Sukda bagi Pemda yang berpotensi.

2)  Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah
Pusat.

3a-CP | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Dalamrangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan
Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang
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mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga
dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi didaerah.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN
2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas
pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang
mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai
Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
Kondisiyang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang
berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pengelolakeuangan daerah dilakukan edukasi melalui bimtek
peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan
mengukur output tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta outcome melalui evaluasi
pasca bimtek. Pengukuran melalui survei menggunakan model Kirkpatrick level 2
Pembelajaran (learning) terhadap kapasitas peserta melalui pelaksanaan pre-test dan post-
test untuk melihat peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah mengikuti bimtek,
serta level 3 Perilaku (behavior), yaitu mengukur sejauh mana peserta mampu
mengaplikasikan materi bimtek yang diikutinya. Evaluasi diukur melalui survei yang dilakukan
kepada atasan langsung dan/atau teman kerja (peer) peserta untuk menilai berbagai aspek
yaitu peningkatan kompetensi, perubahan perilaku individu, peningkatan kinerjaindividuyang
menggambarkan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dari
hasil pelaksanaanbimtek danoutcomenyaterhadap kinerja alumnibimtek. Objek pengukuran
IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek dan hasil rata-rata survei pasca
pembelajaran bimtek pengelola keuangan daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah adalah
sebagaiberikut:



CapaianIKU:
e  Triwulan1:Tingkat kelulusan peserta bimtek
Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus post test di atas ambang batas
nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek) x 100%
e Triwulan2,3,dan4
Nilai akhirindeks kualitas pengelola keuangan daerah = tingkat kelulusan + hasil evaluasi pasca bimtek
a. Tingkatkelulusan pesertabimtek (bobot 40%)
Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus post test diatas ambang batas
nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek)x 100%

b. Evaluasipascabimtek (bobot 60%)
Dihitung berdasarkan tingkat kualitas peserta pasca pembelajaran bimtek.
Indeks kualitas menggunakan skala linkert dengan kriteria:
1=Tidak baik
2 = Cukup baik
3 =Baik
4 = Sangat baik
5 =Baik sekali
Hasil evaluasi pasca bimtek dikonversi dalam indeks dengan kategori sebagai berikut:

Baik sekali =100

Sangatbaik= 90

Baik = 80

Cukup baik = 70

Tidakbaik = 60

PoooTo

Ringkasan kegiatan untuk pencapaian IKU indeks kualitas pengelola keaungan daerah
dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase lulusan peserta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah Tahun 2024 diselenggarakan
dalam bentuk Bimbingan Teknis (bimtek) Keuangan Daerah yang bekerjasama dengan 5
perguruan tinggi selaku center of excellence yaitu Universitas Indonesia, Universitas
Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi.
Bimtek diselenggarakan secara offline dengan peserta berasal dari berbagai instansi
pemda yaitu BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan OPD lain yang terkait dengan pengelolaan
keuangandaerah. Bimtek diselenggarakan dalam 3 tahap selama 5 hari kerjadengantotal
15 kelas yaitu Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2024, Tahap 2
padatanggal 3-7 Juni, 24-28 Junidan 10-14 Juni 2024, dan Tahap 3 pada tanggal 8-12 Juli
2024.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan alumni bimtek terkait
kebijakan terkini serta pendalaman materi Bimtek, maka dilaksanakan capacity building
dengan tema Penilaian PBB-P2 pada tanggal 17 September 2024 dan Optimalisasi
Pengelolaan PBB-P2 pada tanggal 11 Desember 2024. Kemudian untuk meningkatkan
wawasan dan pemahaman pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan membidangi urusan perencanaan
pembangunan daerah juga dilakukan bimtek level eksekutif melalui sharing knowledge
dan diskusi terkait kebijakan sinergi pendanaan pembangunan daerah serta
implementasi creative financing yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024.
Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang diselenggarakan tahun 2024
denganrincian sebagaiberikut:
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Tabel 18. Tabel Pelaksanaan Bimtek

1 Bimtek Kelas Penilaian PBB-P2 Ul, UNAND, UB, 5 163 26 Februaris.d.
Tahap1 UNHAS dan 1Maret 2024
UNSRAT
2 Bimtek Kelas Penatausahaan dan Uldan UNHAS 2 69 3s.d. 7 Juni
Tahap 2 Pengelolaan Aset Daerah 2024
Kelas Perencanaandan UB 1 35 3s.d. 7 Juni
Penganggaran Daerah 2024
Kelas Pemeriksaan Pajak UNSRAT 1 19 10s.d.14 Juni
Daerah Dasar 2024
Kelas Perencanaandan UNAND 1 35 24s.d.28 Juni
Penganggaran Daerah 2024
3 Bimtek Kelas Pemeriksaan Pajak Uldan UNHAS 2 61 8s.d.12 Juli
Tahap 3 Daerah Dasar 2024
Kelas Penggalian PotensiPajak UBdan UNAND 2 69 8s.d.12Juli
Daerah dan RetribusiDaerah 2024
Kelas Perencanaandan UNSRAT 1 29 8s.d.12Juli
Penganggaran Daerah 2024
4 Capacity Penilaian PBB-P2 DJPK 1 214 17 September
Building 2024
5 Bimtek Kebijakan Sinergi Pendanaan DJPK 1 132 21November
Eksekutif | dalamMendorong Akselerasi 2024
Pembangunan Daerah
6 Capacity Optimalisasi Pengelolaan PBB- DJPK 1 182 11Desember
Building P2 2024
Total 18 1008

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Bimtek Keuangan Daerah dilakukan melalui
evaluasi level 2, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta bimtek
melaluiposttest. Pesertayang mencapaiambangbatashasilposttest minimalmencapai
nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik.

Hasil evaluasi kompetensi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik
sebagaimana tabel berikut:

Tabel19. Tabel Kelulusan Peserta Bimtek

= =

1 Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - Ul 0 34 100%
2 LPJe,\lr::'a];:usahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - 1 34 97%

3 Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UB 2 33 94%

4 | Perencanaan danPenganggaran Daerah - UNAND 0 35 100%
5 Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNSRAT 0 29 100%
6 Penilaian PBB-P2 - Ul 0 34 100%
7 | Penilaian PBB-P2 - UB 0 35 100%
8 Penilaian PBB-P2 - UNAND 0 35 100%
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2)

9 Penilaian PBB-P2 - UNHAS 1 32 97%
10 Penilaian PBB-P2 - UNSRAT 2 24 92%
11| Pemeriksaan Pajak Daerah - UNSRAT 0] 19 100%
12 Pemeriksaan Pajak Daerah - Ul 0 30 100%
13 | Pemeriksaan Pajak Daerah - UNHAS 0] 31 100%
14 | Penggalian PotensiPDRD - UB 0 36 100%
15 | Penggalian Potensi PDRD - UNAND 3 30 91%
16 | Capacity Building Penilaian PBB-P2 0 146 100%
17 | Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2 4 182 97,85%
Total 13 799 98%

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi kompetensi atas 15 kelas bimtek reguler serta 2
frekwensi capacity building diketahuibahwa peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 799
peserta dari total 812 peserta, atau secara prosentase tingkat kelulusan peserta
mencapai 98%.

Evaluasi pasca pembelajaran bimtek

Guna pelaksanaan monitoring kinerja alumni peserta bimtek pasca mengikuti
pelatihan serta mengetahui kontribusi kegiatan bimtek terhadap pelaksanaan tugas
alumni di unit kerjanya, maka dalam waktu 3 bulan setelah pelaksanaan bimtek
dilaksanakan survei evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung dan/atau
rekan kerja alumni peserta bimtek.

Survei evaluasi pasca pembelajaran dilakukan oleh atasanlangsung dan/atau rekan
kerja alumnipesertabimtek dengan mengisikuesionersecara online melaluigoogle form.

Evaluasi dilakukan untuk menilai beberapa aspek, yaitu:

a. Peningkatan Kompetensi
Evaluasi peningkatan kompetensi dilakukan untuk menilai peningkatan
pengetahuan dan kompetensi alumni setelah mengikuti Bimtek, pemahaman alumni
terhadap aspek hukum dan peraturan kebijakan terkait keuangan daerah setelah
mengikuti Bimtek, pemahaman alumni terhadap tahapan pelaksanaan setelah
mengikuti Bimtek dan kemampuan alumni dalam mengaitkan materi pelatihan
dengan tugas dan fungsi pada unitnya.

b. Perubahan Perilaku Individu
Evaluasi perubahan perilaku individu dilakukan untuk melihat keaktifan alumni
dalam melakukan sharing pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek kepada rekan
kerja yang lain, alumni mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan
tugasnya, alumni terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan metode-metode
yang efektif, serta alumni termotivasi untuk melakukan inovasi dalam penyelesaian
tugasnya.

c. PeningkatanKinerja Individu

Evaluasi penyelenggaraan bimtek dilakukan untuk menilai apakah Bimtek yang
diikuti alumni bermanfaat dan mendukung terhadap peningkatan kinerja individu dan



organisasi, serta bagaimana alumni mampu memberikan masukan/solusi atas

permasalahanyang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Evaluasi pasca pembelajaran ini menggunakan indeks kepuasan yang diukur

menggunakan skala likert dari1- 5 dengan kriteria:

1=Tidak Puas; 2 = Kurang Puas; 3 = Cukup Puas; 4 = Puas; 5 = Sangat Puas.

Tabel 20. Tabel Evaluasi Pasca Bimtek

1 Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah Ul LPEMEEB UI 4,48
5 Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah 460
UNHAS PPKED FEB UNHAS ’

3 | PerencanaandanPenganggaran Daerah PK2ND FEB UB 4,60
4 Perencanaan dan Penganggaran Daerah LPER FEB UNAND 4,50
5 | PerencanaandanPenganggaran Daerah P3KD FEB UNSRAT 4,57
6 | Penilaian PBB-P2 LPEMFEBUI 4,33
7 | Penilaian PBB-P2 PK2ND FEB UB 4,42
8 | Penilaian PBB-P2 LPERFEB UNAND 4,33
9 | Penilaian PBB-P2 PPKED FEB UNHAS 4,48
10 | Penilaian PBB-P2 P3KD FEB UNSRAT 4,32
11 | Pemeriksaan Pajak Daerah P3KD FEB UNSRAT 4,54
12 | Pemeriksaan Pajak Daerah LPEMFEBUI 4,23
13 | Pemeriksaan Pajak Daerah PPKED FEB UNHAS 40
14 | Penggalian Potensi PDRD PK2ND FEBUB 4,60
15 | Penggalian Potensi PDRD LPERFEB UNAND 4,78

Rata-Rata 4,46

Dengan polarisasi maximize serta konsolidasi periode average, IKU ini mencapai
realisasi sebesar 93,53 angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan
indeks capaiansebesar119,92.

Tabel 21. Capaian Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Target 78 78 78 78 78 78 78

Realisasi 98 93,49 95,75 90,40 93,96 92,25 93,563 Maximize/
Capaian Average
Nilai Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan
pendanaan dalam kegiatan rapat koordinasi, pelaksanaan bimtek, serta pemantauan yang
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intensif. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan kegiatan tersebut pada
tahun2024:

Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan Rp1.390.006.000 Rp1.349.728.623
Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan
Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah diterapkan efisiensi sumber daya,
antara lain berupa optimalisasi pegawai Direktorat P2D yang terlibat dalam pendampingan
pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan
pelaksanaan penyusunanupdating modul yang akan disinergikan dengankebijakan sertifikasi
aparaturpengelolakeuangan daerah padatahun2025. Hasil efisiensiatas sumberpendanaan
adalah sebesar 2,9% dari total pagu sehingga total penyerapan anggaran sebesar 97,1%.

IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah ini tidak berhubungan dengan isu
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, maupun
pengentasan kemiskinan ekstrem karena lebih menekankan pada peningkatan kompetensi
aparatur Pemda sebagai pengelola keuangan daerah. Pencapaian IKU ini juga tidak terkait
langsung dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Namun dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek dimaksud, pada
tahapan pendaftaran dan seleksi peserta terbuka untuk semua pegawai pemda yang
menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender dan telah disediakan
dataterpilah berdasarkan genderuntuk peserta bimtek reguler TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 23. Data Peserta Bimtek berdasarkan Gender

26 Februaris.d. 1Maret

1 |Penilaian PBB-P2 2024 ul 34 29 5
- 26 Februaris.d.1Maret

2 |Penilaian PBB-P2 2024 UB 35 24 1

3 |Penilaian PBB-P2 26 Febr“gg;f' 1Maret | NaND 35 22 13

4 |Penilaian PBB-P2 26Februaris.d.1Maret | ;4 ag 33 24 9

2024
5 |Penilaian PBB-P2 26Februaris.d.TMaret | -\ spat 26 18 8
2024

6 Penatausahaan dan Pengelolaan 2s.d.7Juni2024 ul 24 19 15
Aset Daerah

7 Penatausahaan dan Pengelolaan 3s.d.7Juni2024 UNHAS 35 24 n
Aset Daerah

8 Perencanaan dan Penganggaran 3s.d.7Juni2024 UB 35 20 15
Daerah

9 |Pemeriksaan Pajak Daerah 10s.d.14Juni2024 UNSRAT 19 10 9

1o [PerencanaandanPenganggaran | 4 4 o8 1uni2024 UNAND 35 23 12
Daerah

11 |Pemeriksaan Pajak Daerah 8s.d.12Juli2024 ul 30 17 13

12 |Pemeriksaan Pajak Daerah 8s.d.12Juli2024 UNHAS 31 17 14

13 |Penggalian Potensi PDRD 8s.d.12Juli2024 UB 36 20 16
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14 |Penggalian PotensiPDRD 8s.d.12Juli2024 UNAND 33 23 10
15 Eir:rgﬁar‘aa”da” Penganggaran 85.d.12)uli 2024 UNSRAT 29 16 13

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

)
2)

3)

4)
9)

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

Adanya update kurikulum dan standardisasi modul sesuai dengan kebijakan terkini
utamanya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan
turunannya.

Melakukan koordinasi yang intensif dengan calon peserta bimtek dan 5 perguruan tinggi
negeri selaku center penyelenggaran bimtek keuangan daerah.

Pengaturan pengajar/narasumber yang melibatkan para akademisi dan praktisi yang ahli
dankompetendibidangnya padalevel nasional.

Melakukan koordinasi dan updating soal pre test dan post test yang disusun oleh kelima
center.

Melakukan kegiatan coaching of coaches kepada calon pengajar di semua center guna
standardisasi dan persamaan persepsi atas materi bimtek.

Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimtek secara berkala.
Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta.

Melakukan monitoring pengisian evaluasi pasca bimtek secara berkala.

Menyampaikan kuesioner dengan menghubungi atasan langsung alumni bimtek.

Adapunbeberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

Partisipasi peserta dalam pendaftaran yang tidak merata pada 5 centeryang ada.
Adanya peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta definitif
sehingga kouta peserta perkelas tidak optimal.

Pemahaman awal peserta yang tidak sama, ada yang sudah menguasai materi tetapi
banyak juga yang masih awam.

Keterbatasan waktu diskusi dengan pengajar dan antar peserta bimtek.

Kurangnya partisipasi atasanlangsung/rekankerja alumni dalam pengisian surveievaluasi
pasca bimtek.

Atas kendala yang ada tersebut, telah dilaksanakan/langkah-langkah antisipasi serta

alternatif solusi dalam mengatasi kendala adalah:

1)

2)

3)

4)

Melakukan pengaturan zonasi dalam pendaftaran peserta bimtek dengan pendekatan
regional dan kemudahan akses transportasi.

Memberikan sanksi bagi peserta yang mengundurkan diri, khususnya yang tidak
menyampaikan pemberitahuan secararesmi.

Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta, serta
memberikan link materi sebelum pembelajaran bimtek.

Diskusi dan sharing informasi antar peserta dapat dilanjutkan melalui whatsapp group
yang telah dibuatkan untuk masing-masing kelas.
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5) Menyampaikan kuesioner melalui whatsapp group tiap kelas serta menghubungi
langsung kepada atasan langsung alumni bimtek.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
rencana aksiyang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan bimtek dengan center secara intensif
terutama untuk rencana pelaksanaan bimtek.

2) Melaksanakan rapat koordinasi dalam mengupdate kurikulum, materi bahan ajar bimtek
tahun 2025 serta soal pre test dan post test sesuai kebijakan terkini.

3) Akan dilaksanakan pembahasan bersama center untuk penentuan jadwal pelaksanaan
bimtekregulerTA2025.

4) Menghadirkan narasumberyang kompeten dalam pelaksanaan coaching of coaches.

5) Menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam rangka pendalaman materi bimtek.

6) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimtek dengan
pendampingan pada setiap kelas.

7) Meningkatkan kualitas evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung maupun
rekan kerja dari peserta bimtek.

3b - N | Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory
Spending

IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending bertujuan untuk
mendorong tingkat kepatuhan daerah terhadap kewajiban pemenuhan mandatory spending.
Pemantauan atas pemenuhan kewajiban pemenuhan mandatory spending oleh Pemda,
dilakukan atas:

1)  Alokasibelanja wajib pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal
31ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat
M.

2) Alokasi belanja wajib Infrastruktur pelayanan publik paling sedikit dianggarkan 40%
(sesuai amanat UU HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD
diundangkan, sehingga pemenuhan mandos infrastruktur ini dilaksanakan secara
bertahap.

3) Alokasibelanjawajib pegawaipaling banyak dianggarkan 30% (sesuaiamanat UU HKPD).
Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan mandos pegawai ini juga
dilaksanakan secarabertahap.

Evaluasi mandatory spending infrastruktur disusun berdasarkan kluster pembagian
daerah sesuairoadmap berikut:
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Tabel 24. Tabel Kluster Pembagian Mandos Infrastruktur Pelayanan Publik

2024 28% 36% 28% 18%
2025 31% 37% 31% 22%
2026 33% 38% 33% 26%
2027 35% 40% 35% 30%

Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja pendidikan akan berpotensi
mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH yang tidak ditentukan
penggunaannya. Namun tidak demikian dengan belanja infrastruktur pelayanan publik dan
belanja pegawai yang apabila belum dipatuhi Pemda masih diberi waktu transisi untuk
pemenuhannya sebagaimana telah disampaikan pada poin1dan 2 di atas.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapairealisasi sebesar 90,43 dengan capaian sebesar120.

Tabel 25. Perhitungan Realisasi

Pendidikan 94,32% 90% | 84,89%

Infrastruktur Pelayanan

Publik 82,78% 5% 4,14%

Pegawai 28,02% 5% 1,40%
Total | 90,43%

Tabel 26. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending

Target 68 70 70 72 72 74 74

Realisasi 84,5 90,4 90,4 90,4 90,4 90,43 90,43 Maximize/take last
Capaian known

NilaiKinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu telah menyampaikan surat
permintaan data serta data pendukung dalam rangka evaluasi belanja wajib dalam APBD TA
2024 padatgl8Maret 2024 kepada Direktorat SIPT. Direktorat SIPT telah menyampaikan data
tersebut kepada Direktorat P2D pada tgl 20 Maret 2024 dan atas data tersebut telah
dilakukan evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Pada tahap berikutnya, permintaan
data dimaksud disampaikan secara berkala kepada Direktorat SIPT untuk memperoleh
perkembangan terkini penyampaian data APBD sampai seluruh Pemda menyampaikan APBD
kepadaDJPK.
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Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Pada tahap awal permintaan data APBD untuk dilakukan evaluasi belanja wajib, ada
kecenderungan belum seluruh Pemda menyampaikan Perda APBD kepada Dit. SIPT.

2) Tahun 2024 merupakan masa transisi implementasi pemenuhan belanja wajib
infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dan belanja wajib pegawai paling tinggi
30% sehingga Pemda belum dapat memenuhi porsi tersebut dalam waktu dekat.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil
dalam mengatasi kendala adalah:

1) Menyampaikan permintaan data kepada Dit. SIPT pada minggu pertama Maret 2024
untukmemperolehinformasidinimengenai gambaran penyampaian Perda APBD kepada
DJPK.

2) Berkomunikasi dengan Pemda agar melakukan pemenuhan belanja wajib dimaksud
secara bertahap serta menitipkan kepada Pemda agar menyampaikan urgensi
pemenuhan porsi kedua belanja wajib tersebut kepada lembaga DPRD masing-masing.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Melaksanakan koordinasilebih lanjut dengan Dit. SIPT dalam rangkaian evaluasi APBD TA
2025.

2) Melanjutkan kebijakan pemantauan kepatuhan mandatory spending TA 2025 dan akan
menyampaikan usulan mengenai mekanisme pemantauan kepatuhan terkait secara
bertahap agar dikembangkan melalui aplikasi.

4a - CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon |
dan/atau Unit Eselon Il Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan
peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara.
Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan,
RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan
RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024. IKU NKRP dimandatorikan kepada UE-I|
pengusul program perencanaan dan/atau UEIl koordinator peraturan perundang-undangan
di tiap UE | di lingkungan Kementerian Keuangan. RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam
capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif,
KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon | atau
Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.
Dalam prosesimplementasinya, terdapat beberapa catatan yaitu:

Adapunformula penghitungan Nilai Kinerja Regulasi Prioritas adalah sebagai berikut:



Komponen Perhitungan:

Komponen A :RUU Prolegnas Prioritas

Komponen B :RPP/RPerpres Usulan Baru

Komponen C : RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Materil)
KomponenD : RPP/Rperpres Izin Prakarsa, RPP/Rperpres Luncuran
Formula:

KomponenA =(XNilaiIndeks RUU)/n_RUU xbobot

KomponenB =(ZNilaiIndeks RPP/RPerpres)/(n_RPP/RPerpres) x bobot
KomponenC

10%)) x bobot

KomponenD

*catatan

nRUU = Jumlah RUU
nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/Rperpres

Komponen

=(((Sub Komponen Formil x 50%)+(Sub Komponen Materil x 40%)+(Sub Komponen Ketepatan Waktu x

=(XNilaiIndeks RUU) /n_RUU xbobot atau (XNilaiIndeks RPP/RPerpres)/(n_RPP/RPerpres) xbobot

nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan

Pembobotan

A 30% - 40% 60%
B 30% 40% - 40%
C 40% 60% 60% -

(Komponen D), maka pembobotannya menjadi:
Komponen

Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun

Pembobotan

A 25% - 30% 70% -
B 25% 30% - - - 70%
[} 40% 50% 50% 70% - -
D 10% 20% 20% 30% 30% 30%

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapairealisasi sebesar113,8 dengan capaian sebesar119,8.

Tabel 27. Capaian Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Target 40 60 60 80 80 95 | 95
Realisasi 50 107,8 | 107,8 25 | 25 38 | 138 | Maximize/take
Capaian 125 179,67 | 179,67 | 140,63 | 140,63 lastknown
NilaiKinerja | 120 120 | 120 120 120
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Tabel 28. Perhitungan Realisasi

A RUU

B RPP/RPERPRES

Cc RPMK/RKMK KEBIJAKAN

1 Formil

a Progress Penyusunan
Total Nilai Progress Penyusunan 1160,0
Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan 10,0
Rata-rata Nilai Progress 116,0

b Meaningfull Participation
Total Nilai MP 1200,0
Jumlah PMK/KMK Kebijakan 10,0
Rata-rata Nilai MP 120,0
Nilai Formil 118,0

2 Materil

a Simplifikasi Regulasi
Total Indeks Simpli Jumlah 100,0
Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah 1,0
Nilai Simplifikasi Jumlah 100,0
Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain 1200,0
Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain 10,0
Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain 120,0
Nilai Simplifikasi Regulasi 110,0

b Catatan/Koreksi Wamen
Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat 00
Catatan/Koreksi Wamen ’
Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan 10,0
Persentase Catatan/Koreksi Wamen 0,0
Nilai Catatan/Koreksi Wamen 120,0
Nilai Materil 113,0

3 Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian

a Indeks Ketepatan Waktu
Total Indeks Ketepatan Waktu 960,0
Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan 10,0
Nilai Ketepatan Waktu 96,0

b Indeks Jumlah Perubahan Waktu
Total Indeks Perubahan Waktu 660,0
Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan 7,0
Nilai Perubahan Waktu 94,3
Nilai Kualitas Ketepatan Waktu 95,7
Nilai RPMK/RKMK Kebijakan 13,8
REALISASI 13,8

95% | CAPAIAN Q4 (Target 95)

Perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon Il disajikan pada Laporan Kinerja Unit
Eselonl.

Perbandingantargetdanrealisasikinerjadalam kurun waktu sampaidengan limatahun
terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasioanal sebagaimana tabel
berikut:
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Tabel 28. Perbandingan target dan realisasi

Target Renstra Kemenkeu & - - - - 100
DJPK

Renja Kemenkeu tahun - - - - 75
Renja DJPK - - 85 85 100
Standar nasional - - - - -
Target pada Kontrak Kinerja - 85 85 85 95
Realisasi - - - 101,5 13,8

1)

2)

3)

4)
9)

6)

)

2)

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

Menyusun RPMK mengenai dukungan pemerintah untuk sinergi pendanaan. SaatiniRPMK
tersebut telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PMK Nomor 84 Tahun 2024 tentang
Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

Telah ditetapkan PMK 101/2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dan
KEM PPKF.

Telah ditetapkan PMK No. 64 Tahun 2024 tentang Tatacara Pembentukan dan
Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

Telah ditetapkan PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Telah ditetapkan PMK No. 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Telah ditetapkan PMK No. 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian
Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah Oleh Pemerintah Daerah.

Adapuntantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

Secara ketentuan, penetapan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (BMKD
TA 2025) harus ditetapkan pada bulan Agustus agar dapat dijadikan salah satu
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan defisit APBD dan
Pembiayaan Utang Daerah. Selainitu, dalam penyusunan PMKBMKD TA 2025 dibutuhkan
data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025. Kebutuhan data tersebut dapat
dipenuhi oleh BKF, tetapi ketersediaan datanya pada bulan Juli setelah ada kesepakatan
dengan DPR terkait KEM PPKF TA2025.

Meningat IKU ini berkaitan dengan berbagai unit/instansi di internal maupun eksternal
Kementerian Keuangan, maka penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran
merupakan tantangan yang harus dikelola dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam

mengatasi kendala adalah:

1)

Melakukan proses administrasi dan pembahasan konsep RPMK BMKD TA 2025 dengan
data sementara, dan dilakukan penyesuaian setelah rekomendasi Data rentang defisit
APBN dan proyeksi PDB TA 2025 diperoleh dari BKF.
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2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait merupakan solusi
yang dilakukan dalam rangka penyemaan persepsi dan penyatuan pemikiran dalam
penyusunan kebijakan prioritas. Dalam proses ini semua pihak harus berusaha memahami
polafikirdarisemua pihak untuk menemukan titik temu yang disepakati oleh semua pihak.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan
kegiatan koordinasi yang intensif melalui berbagai rapat perumusan dan harmonisasi melalui
Kementerian Hukum dan HAM, serta Focus Grup Discussion (FGD) dengan stakeholders.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid.

Pengumpulan data menggunakan media online dalam rangka efisiensi perjalanan
dinas. Selainitu, kegiatan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara
daring melalui aplikasi Ms Teams sehingga lebih efektif dan efisien.

IKU ini menargetkan ditetapkannya beberapa regulasi berupa Peraturan Menteri
Keuangan, sehingga melalui penetapan dan pengundangan beberapa Peraturan Menteri
Keuangan tersebut akan memungkinkan sekaligus mendorong bagi Pemda untuk melakukan
pembangunan, antara lain melalui sinergi pendanaan atau penerbitan Obda/Sukda yang
berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan untuk mendukung adaptasi
perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Sosialisasiberbagai kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dan diundangkan.

2) Pemdampingan kepada Pemda dalam kaitan implementasi kebijakan prioritas, seperti
penerbitan Obda/Sukda, perencanaan sinergi pendanaan, dan/atau DAD.

3) Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah
Pusat.

4) Melakukan pemantauandan evaluasi atas implementasi kebijakan prioritas.

4b - N | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer
dan keuangan daerah

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait pelaksanaan penyederhanaan
jabatan (delayering), perlu penguatan dan penyempurnaan desain Jabatan Fungsional (JF)
agar nantinya JF mendapatkan peran sebagai core function dalam organisasi.

IKU Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah mengukur
tingkat kualitas analisis atas Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dalam bentuk
laporan pelaksanaan kajian teknis yang dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas
kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian
Keuangan, ataupunbagipengembangan Kebijakan Pengelolaan DanaTransfer dan Keuangan
Daerah secara umum. IKU ini bertujuan untuk memastikan kualitas analisis Pengelolaan Dana
Transfer dan Keuangan Daerah yang disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis,
memiliki kualitas yang baik dan efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK
pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
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Adapun formula penghitungan indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan
keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:
e Keakuratan dankekinian data & informasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
e Sistematika penulisan (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
» Kejelasan Rekomendasi(Skala Nilai 0-100, Bobot 40%)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapairealisasi sebesar 97,2 dengan capaian sebesar113,02.

Tabel 29. Capaian Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

Target 15 30 30 45 45 86 86

Realisasi 20 40 40 55 55 97,2 97,2 Maximize/take last

Capaian known

NilaiKinerja

Terdapat 3 analisis yang membentuk IKU ini, yakni Analisis Dampak BLT Desa terhadap
Kemiskinan, Analisis Indeks Maturitas PKD, dan Analisis Strategi Percepatan belanja daerah.

Target iku ini pada tahun 2024 sebesar 95. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas
atas Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2024. IKU ini belum terdapat pada renja
maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru
berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini diangap penting untuk mengetahui bagaimana
gambaran pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah selama ini sehingga
diharapkan kedepannya dapat menghasilkan policy response yang lebih komprehensif serta
dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan
padaumumnya.

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Penyusunanrencanatema dan kerangka/outline analisis

2) ldentifikasi kebutuhan, pengumpulan, verifikasi, standarisasi, pengolahan dan analisis
datayang digunakan

3) Penyusunanlaporan hasil analisis

Adapun tantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Sistem aplikasi di Pemda (SIPD) masih terdapat masalah sehingga terkendala dalam
mendapatkan data terkait keuangan daerah;

2) Kebutuhan data belanja pusat khususnya belanja dengan lokus kegiatan/RO bukan
belanja berdasarkan lokasi bayar;
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3) Analisis bersifat desk-studies dengan menggunakan data sekunderyang ada.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:

1) Melakukan FGD dengan stakeholder terkait dalam rangka pengumpulan data, dan
menggaliinformasi untuk memperkuat hasil analisis
2) Memperkuat analisis melalui pendalaman teori dan metodologi penelitian

Pengumpulan data menggunakan media online dalam rangka efisiensi perjalanan
dinas.

Analisis yang dilakukan telah mencakup seluruh data yang relevan tanpa adanya bias,
dengan mempertimbangkan aspek gender, kondisipenyandangdisabilitas, danstatus sosial.
Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terwakili dalam
proses analisis, sehingga hasil yang diperoleh bersifat menyeluruh dan objektif. Dengan
demikian, keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih adil, akurat, dan
mencerminkan kondisi nyata dilapangan.

Analisis Dampak BLT Desa terhadap Kemiskinan, Indeks Maturitas PKD, dan Strategi
Percepatan Belanja Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program
pemerintah, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Evaluasi terhadap BLT Desa
dapat memberikan gambaran efektivitas bantuan langsung dalam menekan angka
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sementara itu,
analisis Indeks Maturitas PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) dapat mengukur sejauh mana
tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada
akhirnya berkontribusi pada efektivitas program pembangunan. Di sisi lain, strategi
percepatan belanja daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk
program-program prioritas, seperti infrastruktur hijau, layanan kesehatan, dan
pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem
dapat terserap dengan optimal dan tepat sasaran. Dengan ketiga analisis ini, pemerintah
dapat merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih responsif terhadap tantangan sosial
dan ekonomi, sehingga mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Memperkuat pengetahuan mengenai dasar teori, teknik pengolahan data dan
metodologi penelitian melalui capacity building dan sharing session kepada para
pegawaiP2D

2) Melakukansinergiataujoint analysis untuk memperkuat hasil analisis bersama unit terkait
diinternal maupun eksternal Direktorat P2D



4C - N | Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas
layanan publik daerah

IKU tingkat kualitas penyelesaianindeks kualitas layanan publik daerah bertujuan untuk
menyusun dan menganalisis suatu indeks yang akan menggambarkan layanan publik di
daerah terdiri dari Indeks Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi. Indeks ini
digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi di daerah. Diharapkan hasil dari
analisis ini dapat menjadibahan masukan dan pertimbangan dalam pengalokasian Transfer ke
Daerah.

Adapun formula penghitungan tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan
publik daerah adalah sebagai berikut:

/ CapaianIKU \

e Triwulan|
Identifikasi kebutuhan data: 30
Permintaan Data: 20
Inventarisasi data (data diterima dari stakeholder): 20
Analisis data: 30
e Triwulanli
Laporan awal Penyelesaianindeks: 70
Laporan final penyelesaianindeks: 30
e Triwulanlll
Diseminasi: 100
e Triwulan IV
Pelaksanaan survey
Nilai survey diatas 3,5=100
Nilai survey dibawah 3,5=80

/

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapairealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar120.

Tabel 30. Capaian Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah

Target 80 80 80 80 80 80 80
Realisasi 100 100 100 100 100 100 | 100 Maximize/take last
Capaian 125 125 125 125 125 125 125 known

NilaiKinerja | 120 120 120 120 120 120 120

TargetIKU inipadatahun 2024 sebesar 80. KU inimerupakan IKU baru pada Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, untuk mengukur kualitas penyelesaian Indeks
Layanan Publikyangditerbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2024.
IKUinibelumterdapat padarenjamaupunrenstra DJPKmengingat Direktorat Pembiayaandan
Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini diangap penting untuk

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2D TAHUN 2024 ﬂ



menjaga kualitas penyelesaian Indeks dimaksud yang mendukung proses pengalokasian DAU
yang Ditentukan Penggunaannya pada TA 2024 serta dapat memberikan kontribusi positif
bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penyelesaian IKU ini adalah memastikan
validitas data pendukung, dengan berkoordinasi bersama unit yang memiliki tugas dan
fungsi penyediaan data di DJPK.

2) Guna mendukung kualitas Indeks Layanan Publik secara substansi, maka dilakukan
koordinasidengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Proses diskusi dengan K/L terkait
merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian indikator yang digunakan dengan
layanan publik dimaksud, misalnya koordinasi mengenai Indeks Infrastruktur dengan
Kementerian PUPR dan koordinasi mengenai Indeks Kesehatan dengan Kementerian
Kesehatan.

3) Koordinasi untuk memperkuat metodologi dilakukan bersama akademisi, sehingga
dapat memastikan kesesuaian metodologiyang digunakan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Komposisi variabel pembentuk merupakan topik bahasan yang debatable karena
perspektif yang beragam dalam memandang kualitas layanan publik.

2) Data yang menjadi variabel pembentuk indeks beragam berasal dari sumber yang
tersebardiberbagaiKL.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:

1) Diskusi terfokus pada berbagai perspektif mengenai layanan publik, baik dari
Kementerian/Lembaga terkait dan akademisi yang memiliki basis pengetahuan terkait.

2) Koordinasi dengan KL penyedia data dilakukan secara intensif sehingga dapat
mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun indeks layanan publik.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat
koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms.
Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Dilakukan evaluasi indeks layanan publik sehingga lebih relevan dengan kinerja layanan
publik di sektor tertentu tersebut.

2) Penguatan koordinasi dengan stakeholder penyedia data dan Kementerian/Lembaga
untuk memastikan kualitas dan validitas data.

3) Sinkronisasiindeks layanan publik daerah dengan data SPM.



5a - CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti
merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga
menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk
memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK
serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK
selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP
dan LKBUN. Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan
tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP
atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari
dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian
Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL
disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah
rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai
ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan
dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1) Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh
BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan
Kementerian Keuangan;

2) Rekomendasiyangdiusulkansesuaimerupakanrekomendasiyangdiusulkansesuaipada
forum pembahasanbersama DJPb, Unit Eselon |, BABUN terkait danItjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan,
Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara
Pemerintah dan BPK RI. Adapun formula penghitungan Persentase rekomendasi BPK atas
LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

/Capaian IKU: \

luml lh Rekomendasi BPK atas LKPP dm\ at \kln sesuai
arkar 1k 509

an PTL atau berit
{Iul\lamhnu rekomendasi BPK atas L hPP unul luhun 2028
Juml; \h le omendasi BP I\ atas L NiU\ ) mg dmy atakan sesuai
- - x 50%

Semester |

arkan PTL ¢

Outs mnduu] nknmuuh si m Katas l l\BlN anal !ahun 2024
Iuml |h R(k( numl.l si BN\ atas LKPP y. 1m_ dm\ atakan sesuai
berdas an PTL ber mi + yang diusulkan sesuai x50% | +
Semeiter It (hu ta mqu nkonwndl si BP!\ atas L l\PP awal tahun 2024 + »
Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023
[uml ah Rnkomcnd asi BPK atas LI\BUN y mg dinyatakan sesuai
berd 1san+ yang diusulkan sesuai 50%
()ul Iunqu nknm nd asi BI k atas l I\BUN awal tahun 2024 +

b
K Jumlah Rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023 /
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Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini

mencapai realisasi sebesar 91,67 dengan capaian sebesar 100,74. Berdasarkan nota dinas

Dire
tent

ktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-13/PB/2024 Tanggal 9 Januari 2024
ang Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang

Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2024 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 31. Perhitungan Realisasi

LKPP LKBUN
Rek Jumlah Rek Rek Jumlah Rek Capatan
uic Rek um'a Diusulkan © Rek um'a Triwulan
Outstandi LHP Rek Sesuai Capaian | Qutstandi LHP Rek Diusulkan | Capaian IV 2024
ng Awal | oo | Outstandi s“u::"d‘a o | KPP | ng Awal | o0 | Outstandi | Sesuaidan | LKBUN
Tahun ng ‘I'PTEI Tahun ng Sesuai
(a) (b) (e) (d=b+c) (e) (f=eld) (@) (h) (i=g+h) (1] (k=i) | (1=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal 9 - 8 9 100.00% 2 - 2 2 100.00% | 100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran 29 17 46 43 93.48% 62 23 85 78 91.768% 92.62%
Direktorat Jenderal Pajak 28 [ 34 34 100.00% T 2 9 9 100.00% | 100.00%
Direktorat Bea Cukai 2 - 2 2 100.00% - - - - 100.00% | 100.00%
Direktorat Jenderal Perb \araan EE 15 59 ] 93.22% 72 18 a0 90 100.00% | 96.61%
ﬁ:;::tr‘:‘" Jenderal Kekayaan ar 2 a9 a9 10000%| 93 8 101 % 95.05% | 97.52%
Elrek‘toml Jenderal Perimbangan g 2 8 7 87.50% 39 ] 48 46 95.83% | 91.67%
Direktorat Jenderal P
Pembiayaan dan Risiko 5 2 7 T 100.00% 16 ] 21 20 95.24% 97.62%
rat Jenderal 1 1 2 2 100.00% - - - - 100.00% | 100.00%
BKF - 1 1 1 100.00% - 1 1 1 100.00% | 100.00%

Tabel 32. Capaian Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah
ditindaklanjuti

Target 10% 30% 30% 35% 35% 91% 91%

Rea

)

2)

3)

1)

Capaian

Nilai Kinerja

lisasi | 641% | 64]1% 64,1% 85,90% | 8590% | 91,67% | 9167% | Maximize/take

last known

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

Menyusun matriks tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta dokumen pendukungnya
sertamelakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembalian dana Pinjaman
PEN Daerah dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat SIPT-DJPK, Direktorat KND-DJKN,
dan PT. SMlserta BPK.

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Direktorat SIPT-DJPK, Direktorat
KND-DJKN, dan PT. SMl untuk menindaklanjutirekomendasi BPK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

Kompleksitas Rekomendasi: Rekomendasi BPK seringkali melibatkan perubahan sistem
yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diimplementasikan.
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2) Koordinasi Antar Unit: Tindak lanjut rekomendasi BPK melibatkan berbagai unit kerja,
sehingga koordinasi yang efektif menjadi tantangan tersendiri.

3) Prioritas yang Berbeda: Terdapat kemungkinan adanya perbedaan prioritas antar unit
kerja dalam menindaklanjutirekomendasi BPK.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam

mengatasi kendala adalah:

1) Penguatan Kapasitas: Melalui pelatihan, meningkatkan kemampuan pegawai dalam
memahami dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK.

2) Sistem Informasi Terintegrasi: Mengembangkan sistem informasi yang terpusat untuk
memudahkan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut.

3) Koordinasi yang Efektif: Membentuk tim khusus atau mekanisme koordinasi yang jelas
untuk memastikan semua unit kerja terlibat aktif dalam proses tindak lanjut.

4) Fokus pada Rekomendasi Prioritas: Mengidentifikasi dan memprioritaskan rekomendasi
BPK yang memilikidampak paling signifikan.

5) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses tindak lanjut untuk
mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang diperlukan.

Analisis terhadap IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam penggunaan sumber daya.
Capaian yang melebihi target mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK telah efektif. Hal ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan
sumber daya manusia dan teknologi yang optimal. Namun demikian, untuk menjaga
keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi lebih lanjut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan
seperti standarisasi prosedur, pemanfaatan teknologiinformasi, serta penguatan koordinasi
antar unit kerja. Dengan demikian, tidak hanya kualitas laporan keuangan yang meningkat,
tetapijuga dapat dicapai penghematan biaya dalam jangka panjang.

Analisis terhadap IKU tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan kinerja yang baik
secara umum. Namun, Direktorat P2D belum sepenuhnya mampu menjelaskan sejauh mana
tindak lanjut tersebut memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat, terutama
kelompok rentan. Kurangnya data yang terdisagregasi berdasarkan gender, disabilitas, dan
karakteristik sosial lainnya, serta belum optimalnya integrasi perspektif GEDSI dalam
perencanaan dan pelaksanaan, menjadi kendala utama dalam menilai dampak sosial dari
tindak lanjut rekomendasi BPK.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Melanjutkan koordinasi dengan Dit. SIPT, Dit. KND DJKN, dan PT SMl untuk rencana tindak
lanjut rekomendasi BPK.

2) Menyampaikan Tindak Lanjut atas temuan LH PDTT Investasi Non Permanen Pemerintah
Pinjaman PEN Daerah kepada BPK, untuk diusulkan selesai.



5b - N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen
yang ditindaklanjuti

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah
pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal, berupaRekomendasiPolicy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan
Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation. IKU ini Terdiri atas 3
komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sebagai berikut:

1) Persentase Polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%). => UIC Ir | s.d VI
Pemilik Polrec

2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data teamcentral dan
TeamMate+ minus Polrec) (Bobot40%) => UIC Irl s.d VIl dan IBI

3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian
rekomendasi dari Itjen. Adapun formula penghitungan Persentase rekomendasi hasil
pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

CapaianIKU:

‘Capaian=(Sub IKU1x30%) + (Sub IKU 2 x40%) + (Sub IKU 3x 30%)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapairealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar102,04.

Tabel 33. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

Target 35% 40% 40% 60% 60% 98% 98%

Realisasi 35% 73% 73% 80% 80% 100% 100% Maximize/take last

Capaian known

NilaiKinerja

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai
dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan
standar nasional sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 34. Perbandingan target danrealisasi

Target Renstra Kemenkeu & 97 97 97 97 97
DJPK
Renja Kemenkeu - - - - _
Renja DJPK - - - - _
Standar nasional - - - - _
Target pada Kontrak Kinerja 98
Realisasi 100

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Raperda
APBD/APBD-P dan Panduan Pengujian yang menjadi pedoman dalam melakukan
evaluasi Raperda APBD/ APBD-P.

2) Senantiasa melakukan koordinasi dengan Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanan Transfer
(SIPT) terkait penyiapan modul evaluasi Raperda dan pengujian dalam aplikasi SIKD (E-
Raperda)

3) Berkoordinasidengan Sekretariat DJPK dalam penuntasanrekomendasiltjien Kemenkeu.

4) Finalisasi dan menyampaikan hasil kajian evaluasi Raperda APBD dengan melibatkan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Direktur P2D dan Penyampaian Hasil Kajian dari
Direktur kepada ltjen Kemenkeu

5) Penyampaian Nota Dinas Hasil Evaluasi Raperda APBD dari Direktur kepada Dirjen serta
surat Hasil Evaluasi Raperda kepada Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

6) Berkoordinasi dengan Dit. SIPT dan Sekretariat DJPK, terkait Permohonan Perjanjangan
Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Kemenkeu dalam hal
Penyelesaian PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang sedang dalam pembahasan
denganKL terkait.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah proses
pengembangan aplikasi E-Raperda masih dalam proses, sehingga data RAPBD TA 2025
belum tersedia pada sistem SIKD (data SIPD terkait perencanaan dan penganggaran belum
mengalir dari SIPD ke SIKD). Dengan belum tersedianya data RAPBD TA 2025 menyebabkan
proses evaluasi RAPBD masih dilakukan secara manual.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah dengan tetap berkoordinasi baik secara formal maupun informal
dengan Direktorat SIPT dalam hal pengaliran data rinci RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan RAPBD
seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari SIPD ke SIKD sehingga evaluasi RAPBD
dapat dilakukan melalui system informasi, sehingga DJPK dapat memberikan masukan yang
memadai kepada daerah dalam perencanaan APBD. Selain itu memberikan masukan
terhadap PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang sedang disusun agar pemerintah dan
pemerintah daerah memiliki cara pandang yang sama dan selaras dalam melaksanaan
program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional sehingga mendapatkan titik ungkit
yang optimal dalam mengatasi permasalahan di pusat dan daerah khususnya terkait
kemiskinan ekstrem dan stunting.
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Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 dengan tetap
Berkoordinasi dengan Dit. SIPT terkait penyelesaian PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS)

6a - CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk Mengetahui tingkat
efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan
program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024.

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi
komunikasi yang meliputi Aktivasi Media Massa, Publikasi Media Sosial, dan Event
online/offline. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

1) Efektivitas komunikasi publik;

2) Partisipasiagenda setting (kolaborasi);

3) Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi);
4) Penangananisunegatif; dan

5) Implementasihasil rakor kehumasan

Adapun formula penghitungan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan adalah
sebagaiberikut:

CapaianIKU:
Pembagian komponen
. Unsur1 : Efektivitas Komunikasi Publik
Mengukur Kampanye komunikasi publik oleh Biro KLI diluar (non) agenda setting
e Unsur2 :PartisipasiAgenda Setting
mengukur partisipasi penyusunan AS darimasing-masing bagian sertaimplementasitaktik danpesan
kuncidarimasing-masing bagian sesuaiyang ditetapkan dalam dokumen AS
e Unsur3 :EmployeeAdvocacy
Mengukur partisipasi pegawai dalam mengampilifikasi konten Kemenkeu di program Employee
Advocacy sesuai dengan taktik topik proaktif Agenda Setting
e Unsur4 :PenangananlsuNegatif
Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan
Kemenkeu.
. Unsur5 : ImplementasiHasil Rakor Kehumasan
Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan
Kemenkeuyang melibatkan kolaborasiBiro KLI sebagaibagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar
unit eselon | maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM,
serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan=
(capaian efektivitas komunikasi publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x
10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini
mencapai realisasi sebesar 120 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel
sebagaiberikut.

Tabel 35. Capaian Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
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Target 100 100 100 100 100 100 | 100

Realisasi 1725 | 120 120 120 120 120 | 120 Maximize/take  last
known

Capaian 1725 | 120 120 120 120 120 | 120

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai

dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perenc

anaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan

standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36. Perbandingan target danrealisasi

Target
DJPK

Renstra Kemenkeu & 3,5 3,5 3,5 3,5 (skala 4)

Renja Kemenkeu - - - _

Renja DJPK - - - 3,55 (skala 4)

Standarnasional -

Target

pada Kontrak Kinerja 3,5 3,65 100 100

Realisasi 3,77 3,77 120 120

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan employee advocacy

2) Me
Dis
a.

@ ™o a

laksanakan komunikasi publik melalui kegiatan bimbingan teknis, Focus Group
cussion (FGD), serta sosialisasi antara lain:
program BElajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK
(BETTERw/ DJPK) dengantajuk SERASI (Selasa Bicara Solusi) yang dimulai sejak bulan
Marets.d. Desember
program BETTER w/ DJPK dengan tajuk Sharing Session DJPK dan SMV (PT Sarana
Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia)
FGD terkait Penyusunan Rekomendasi Kajian Evaluasi Raperda APBD, FGD Potensi
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, dan FGD Strategi Pertumbuhan
Daerah bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo.
Bimtek Level Eksekutif Kebijakan Sinergi Pendanaan
Seminar Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahap 1, 2, dan 3 Tahun 2024
Sosialisasi PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau
Pemotongan Penyaluran Dana TKD Atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD,
Sosialisasi KEM PPKF Regional tahun 2025 dan Bimtek Mekanisme Penyelarasan
Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

3) lkut berkontribusidalam layer 2 contact center

Adapuntantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:
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1) Employee advocacy harus di share menggunakan akun pribadi pejabat/pegawai
Direktorat P2D
2) Pegawaiyangditugaskanuntuk melakukan employee advocacy belum optimal

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:

1) Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan employee advocacy sesuaiagenda
2) lkut berkontribusi menginformasikan komunikasi publik melaluiinstagram direktorat

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi
virtualmeeting dan media komunikasidaring (whatsapp danMs. Teams) sehingga lebih efisien
dari segi waktu dan biaya.

IKU ini disusun dan dilaksanakan melalui strategi komunikasi yang meliputi Aktivasi
Media Massa, Publikasi Media Sosial, dan Event online/offline, pendekatan Gender Equality,
Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa setiap
informasi ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. IKU ini
menyampaikan beberapa informasi termasuk regulasi di Direktorat P2D berupa Peraturan
Menteri Keuangan, sehingga melalui penyampaian informasi beberapa Peraturan Menteri
Keuangan tersebut akan memungkinkan sekaligus mendorong bagi Pemda untuk melakukan
pembangunan, antara lain melalui sinergi pendanaan atau penerbitan Obda/Sukda yang
berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan untuk mendukung adaptasi
perubahaniklim.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektifitas
ekosistem kehumasan

2) Melanjutkan pelaksanan program Employee Advocacy di lingkungan Direktorat P2D
padatahun2025

6b - CP | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK
dan Data Analytics

Untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), telah ditetapkan 20 (dua puluh) IS RBTK yang mulai
diimplementasikan sejak tahun 2017. Salah satu bagian dari Misi Kemenkeu adalah
transformasi digital yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan
ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu
memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema

digital. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan Leaders’ Offsite
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Meeting (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan
LOM inimengambil tema Rising Together: Kemenkeu Melayani Lebih Baik.

Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik
maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas
institusi, kredibilitas policy & regulasi, danjuga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. SDM,
Organisasi, Aset, Anggaran, dan IT & Data pada setiap UET merupakan milik Kementerian
Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi
Kementerian Keuangan.

Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program
transformasi 3 core, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (Backbone), Transformasi
Penerimaan, dan Transformasi Belanja & Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko
(PKNR). Program Transformasi tersebut akan diterjemahkan lebih detail dalam bentuk Inisiatif
Strategis dan Data Analytics RBTK Kementerian Keuangan. Adapun formula penghitungan

Persentase ImplementasiInisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics adalah sebagai berikut:

4 )

Capaian IKU:
Realisasi Durasi Milestone A + Realisasi Durasi Milestone B + ....+ Realisasi Durasi X % Bobot
Milestone n/ Total Durasi Proporsional
*data disediakan oleh CTO

- /

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini

mencapairealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar106,38.

Tabel 37. Capaian Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Target 23% 46% 46% 69% 69% 94% 94%

Maximize/take last

Realisasi 27,60% | 55,2% 55,2% 82,80% | 82,80 100% | 100% Known

Capaian

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Telah dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas
ketersediaan data serta mekanisme pertukaran data.

2) Menyusun model untuk pengembangan indeks sinerfis tema kemiskinan dan telah
direview oleh akademisi.
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Adapun tantanganyang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Perbedaan standardisasi antara belanja daerah dan belanja pusat yang mengharuskan
adanya middle classification sebagai katalist dalam perumusan kebijakan.

2) Ketersediaan data untuk tema kemiskinan dilevel belanja pemerintah pusat yang masih
belum mempertimbangkan lokasi penerima manfaat.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi kendala adalah:
1) Melakukan analisa data belanja pusat dan dearah berdasarkan middle classification.
2) Menggunakan data anggaran berdasarkan lokasi pembayaran, meskipun data yang

tersedia baru pada level provinsi, serta menggunakan data realisasi pembayaran yang
telah menjangkau level kab/kota.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah
efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasirapat secara fisik danrapat koordinasi
melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams)
sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu milestone yang menjadi
tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh
dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional
tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban
pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses
infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi stunting. Perencanaan dan penganggaran di
daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan
pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang
berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk
perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas,
dan kelompok marginal lainnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Pemantauandanevaluasiatasimplementasiindeks Sinerfis

2) Melakukan pengembangan indeks sinerfis untuk tema pemenuhan terhadap layanan
dasar publik.



7a - N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan
sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran.
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai
rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran
menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output
sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase
Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon Il di lingkungan DJPK meliputi cara dan
formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang
ada pada seluruh Unit Eselon Il di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas:
pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD)
yangdisusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi dibulan
pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian

Perencanaan danKeuangan. Adapunformula penghitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan

~

Anggaran adalah sebagai berikut:

ﬁ\paian IKU:

Bobot
Triwulan KEMSISISmS Penyerapan Capaian Konsistensi PERHITUNGAN
Halaman Iii Anggaran Output TUP
DIPA 99 p
Ql 25% 30% 35% 10% | Nilai Triwulan: Konversi dari nilai PKP;
Q2 25% 30% 35% 10%
Q3 25% 30% 35% 10% | (NILAI TW I + NILAI TW 2 + NILAI TW 3
Q4 25% 30% 35% 10% |+ NILAI TW 4)/4
Indikator Konsistensi Halaman Il DIPA per eselon Il dihitung secara bulanan dengan sifat maximize dengan nilai
maksimal 100
Perhitungan= Nilai penyerapan per bulan/Total RPD Per Bulan*100
Indikator Penyerapan Anggaran per UE2 dihitung Triwulanan dengan sifat Maximize dengan nilai maksimal 100

!&rhitungan: Jumlah Realisasi tiap triwulan/Total RPD*100

/

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode average, IKU ini mencapai

realisasi sebesar 103,31 dengan capaian sebesar yang diperoleh berdasarkan hasil

penghitungan pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 38. Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Target 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5%

Realisasi 112,48% 115% 113,74% 103,5% | 110,33% 82,24% | 103,31% Maximize/average

Capaian 17,78 120 119,10 108,38 115,53 86,16

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui evaluasi
menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang didanai APBN maupun donor

2) Optimalisasi realisasi anggaran dengan mempercepat proses pengadaan dan
penyerapan anggaran sesuaijadwal yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:
1) Keterlambatan dalam proses pengadaan dan pencairan dana akibat regulasi yang
kompleks serta keterbatasan sumber daya manusia didaerah.

2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, yang
memerlukan waktu lebih lama dalam sinkronisasi perencanaan dan eksekusi anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam

mengatasi kendala adalah:

1) Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi
hambatan dalam pelaksanaan anggaran dan segera melakukan intervensi yang
diperlukan.

2) Solusi2: Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Direktorat P2D melalui pelatihan dan
asistensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan
regulasi dan target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diberikan, kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat P2D
secara umum sangat baik. Realisasi anggaran secara konsisten melampaui target yang
ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat tren
peningkatan kinerja dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan
anggaran.

Meskipun kinerja secara keseluruhan positif, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi kinerja pada setiap kuartal.
Selainitu, analisis terhadap aspek-aspeklain sepertirasio biaya-manfaat juga perlu dilakukan

untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar optimal. Dengan
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melakukan analisis yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan area-area yang masih
perlu ditingkatkan dan dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk menjaga
keberlanjutan kinerja yang baik pada tahun mendatang.

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak hanya mengukur efisiensi penggunaan
anggaran semata, namun juga seharusnya mencerminkan sejauh mana anggaran tersebut
berkontribusi pada kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah
program atau proyek tidak hanya dilihat dari capaian kuantitatifnya, tetapi juga dari
dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, kelompok
minoritas, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
alokasi anggaran, proses pengambilan keputusan, dan dampak program memperhatikan
aspek gender, etnisitas, disabilitas, dan seksualitas. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan
anggaran tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan teknis, tetapi juga menjadi indikator
keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan lebih memperhatikan aspek GEDSI.
Dengan mengintegrasikan perspektif gender, etnisitas, disabilitas, dan seksualitas, kita
dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang lebih
meratabagi seluruh masyarakat.

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) selama ini lebih berfokus
pada aspek teknis pengelolaan keuangan, seperti pencapaian target penyerapan anggaran
dan kepatuhan terhadap regulasi. Fokus yang terlalu sempit ini, yang seringkali ditentukan
oleh arahan organisasi dan rencana strategis yang lebih menekankan pada aspek kuantitatif,
menyebabkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu strategis seperti perubahan iklim,
kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Indikator kinerja yang digunakan pun
seringkali masih terbatas pada aspek kuantitatif, tanpa mempertimbangkan dampak sosial
danlingkungan dari program yang didanai.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Menyusunrencana kerja dan melaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
2) Menyusun RPKTA 2025 secara cermat
3) KoordinasidenganPIC kegiatan Dit. P2D danBag. Cankeu

4) MelakukanrevisiPOK/DIPA apabila diperlukan dengan cermat
5) Senantiasa melaksanakan Monitoring pencapaian target dan output



7b - N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

IKU Indeks Pengawasan Kearsipan internal mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan
arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. IKI ini memiliki target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU
mandatory dari Sekretariat Komite Manajamen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris
DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) Il, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit
Eselon | (DJPK). Adapun formula penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal adalah

sebagaiberikut:

ﬂapaian IKU: \

e Triwulan |
Nilai Hasil Self Assessment atas Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek
Pengawasan. Dalam hal Self Assessment belum selesai dilaksanakan hingga akhir triwulan | 2024, target
IKU ditetapkan sebesar 91 (sama dengan target tahunan)

e Triwulan Il
Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil Self Assessment Instrumen
Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan

e Triwulan Il
Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal
Kementerian

e Triwulan IV

K Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan /

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini

mencapairealisasi sebesar 112,94 dengan capaian sebesar120.

Tabel 39. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Target 91 91 91 91 91 91 91

Realisasi 91 99,24 99,24 99,24 99,24 12,94 12,94 Maximize/take

Capaian last known

Nilai Kinerja

Tabel 40. Perhitungan Realisasi

\[o) Komponen dalam Formula IKU NilaiIndeks
A. | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan Hasil Verifikasi 99,24
Tim Pengawas ANRI (Dituangkan dalam KMKNo 722/KM.1/2024)
B. | Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan 13,70
1. | Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode | Tahun 2024 4,6
2. | Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode [ Tahun 2024 4,6
3. | Pelaporan Arsip Vital -
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4. | Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip (Keikutsertaan
dalam E-Learning Kearsipan)
a.Kepala UP 0,90
b. Koordinator Pengelola Arsip 0,90
c. Subkoordinator Pengelola Arsip 0,90
d. Pengelola Arsip 1,80
TOTAL 112,94

Beberapa upaya-upayayang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1) Mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan
pencarian, pengelolaan, dan penyimpanan arsip.

2) Melakukan migrasiarsip fisik ke dalam sistem digital secara bertahap.

3) Mengukurtingkat kepuasan pengguna terhadap layanan kearsipan

4) Mengikutkan pegawai penanggungjawab arsip dalam kegiatan study banding untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan arsip, baik
secara manual maupundigital.

5) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
kearsipan di Direktorat P2D.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1) Tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan
sistem kearsipan elektronik.

2) Prioritas anggaran lebih diberikan pada program yang dianggap lebih penting

3) Dataarsip yang tidaklengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil
dalam mengatasi kendala adalah:

1) Memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai cara penggunaan sistem kearsipan
elektronik.

2) Memberikan insentif dan penghargaan kepada pegawai yang aktif terlibat dalam
pengelolaan arsip.

3) Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan arsip yang baik kepada seluruh pegawai

4) Membentuktimintiyang bertanggung jawab dalam mengelola sistem kearsipan.

5) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan upaya yang telah
dilakukan.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka Pengawasan
Kearsipan Internal, Direktorat P2D perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama,
fokus pada kegiatan yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Kedua, evaluasi
secara berkala kegiatan yang tidak efektif dan alokasikan anggaran ke kegiatan yang lebih
produktif. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan
mengurangi biaya operasional. Terakhir, lakukan penghematan pada pengeluaran yang tidak
terlalu penting, seperti penyediaan makanan ringan pada setiap rapat, untuk

mengoptimalkan penggunaan anggaran



Kedepan IKU ini harus memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan
seperti perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama dan dapat
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan arsip.

IKU ini berperan dalam memastikan data kebijakan dan program strategis pemerintah,
sepertimitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan
kemiskinan ekstrem, terdokumentasi dengan baik, akurat, serta dapat diakses untuk evaluasi
dan pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang baik mendukung keandalan data dalam
pemantauan efektivitas program, mencegah duplikasi atau penyalahgunaan informasi, serta
memastikan keberlanjutan kebijakan berbasis bukti yang tepat sasaran.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1) Mengusulkan standar pengelolaan arsip internal guna meningkatkan akurasi dan
keterlacakan data.

2) Modernisasi pengelolaan arsip untuk mempercepat akses dan mencegah kehilangan
dokumen penting.

3) Mengadakan pelatihan bagi pegawai dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip
berbasis data guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis bukti.

4) Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait guna memastikan konsistensi dan akurasi
pencatatan serta pelaporan arsip internal.



B. Realisasi Anggaran

Dalam struktur anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024,
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daeran mempunyai tiga program yaitu Program
Dukungan Manajemen, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Pengelolaan Belanja
Negara. Program Dukungan Manajemen memiliki satu kegiatan yaitu Pengelolaan
Organisasi dan SDM. Program Kebijakan Fiskal memiliki satu kegiatan yaitu Formulasi
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Program Pengelolaan Belanja Negara memiliki tiga
kegiatan yaitu Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi, Monitoring dan Evaluasi kinerja
Anggaran Pusat dan TKD dan Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan
TKD. Adapun pagu dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan tersebut sebagai
berikut:

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
berdasarkan Program/Kegiatan TA 2024

Uraian Program/Kegiatan Realisasi

1 Program Dukungan Manajemen 24.860.000 24.836.080
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan
Pengelolaan Organisasi dan SDM 24.860.000 24.860.000

2 Program Kebijakan Fiskal

Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan

1.749.194.000 1.578.520.514

Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan
Program Pengelolaan Belanja Negara

Output Program: Alokasi Belanja pemerintah
pusat dan TKD

1.749.194.000 1.578.520.514

3.331.960.000 3.229.365.178

Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

2.318.628.000

2.255.650.826

Monitoring dan Evaluasi kinerja
Anggaran Pusat dan TKDD

958.096.000

918.841.887

Perumusan Kebijakan Administratif
Penganggaran Pusat dan TKD

55.236.000

54.872.465

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)
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Tabel 42. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan
Rincian Output TA 2024

REALISASI SISAPAGU

URAIAN RO

ALCO Regional (PU)

219.983.000

Rp

204.768.418

93,08%

Rp

15.214.582

6.92%

Bimtek Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah

1.475.951.000

1.417.335.038

97,15%

41.615.962

2.82%

Bimtek Transferke
Daerah (PU)

842.677.000

838.315.788

99,48%

4.361.212

0.52%

Kajian Analisis
Mandatory Spending
(PY)

136.686.000

132.883.108

97,22%

3.802.892

2.78%

Kajian Perkembangan
Ekonomidan Fiskal
Daerah

178.100.000

174.404.004

97,92%

3.695.996

2.08%

KEM PPKF
Regional/Penyelarasan
KUAPPAS dengan KEM
PPKF Regional (PU)

343.412.000

311.272.197

90,64%

32.139.803

9.36%

KMK terkait
PemotonganDana
Transfer Umum Sebagai
Penyelesaian
Pemenuhan Kewajiban
Pembiayaan dan
Penataan Daerah

12.911.000

12.909.515

99,99%

1.485

0.01%

Perpres Turunan PP
terkait UU HKPD

42.325.000

41.962.950

99,14%

362.050

0.86%

PMK Batas maksimum
Kumulatif Defisit
Daerah

39.080.000

35.254.805

90,21%

3.825.195

9.79%

PMK Peta Kapasitas
Fiskal Daerah

129.665.000

113.871.191

87,82%

15.793.809

12.18%

PMK Turunan PP terkait
UUHKPD

630.038.000

582.415.856

92,44%

47.622.144

7.56%

Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja
Daerah

469.524.000

440.038.839

93,72%

29.485.161

6.28%

Rekomendasi
Penerbitan Obligasi
Daerah dan Sukuk
Daerah (PU)

270.516.000

220.854.047

94,46%

12.961.953

4.79%

14.

Rekomendasi
Pengelolaan Organisasi

24.860.000

24.836.080

99,90%

23.920

0.10%

Rekomendasiterkait
Pembayaran Subsidi
Bunga Pinjaman Daerah
Dalam Rangka
Mendukung Program
PEN

10.780.000

10.723.000

99,47%

57.000

0.53%

Rekomendasi Tingkat
Kematangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah (PU)

173.786.000

171.515.936

98,69%

2.270.064

1.31%

Rekomendasi
Tunjangan Kinerja ASN
Daerah

105.720.000

99.361.000

93,99%

6.359.000

6.01%
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Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Untuk pagu anggaran TA 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
terdapat blokir sebesar Rp53.700.000 terdiri dari blokir untuk kegiatan Bimtek
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.000.000 dan
kegiatan Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU) sebessar
Rp36.700.000.

C. EfisiensiPenggunaan Sumber Daya

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, pada tahun 2024, telah berhasil
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya diberbagai bidang. Dalam hal anggaran,
dilakukan optimalisasi alokasi dana dengan mengurangi biaya operasional yang tidak
efisien, serta memprioritaskan program-program strategis yang memberikan dampak
langsung pada perekonomian daerah.

Di bidang sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pegawai melalui
pelatihan dan pengembangan kapasitas berhasil meningkatkan produktivitas kerja tanpa
perlu penambahan tenaga kerja baru. Struktur organisasi juga disempurnakan dengan
penyederhanaan birokrasi, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan responsif
terhadap kebutuhan pemangku kepentingan

Pemanfaatan aset dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan
prasarana kantor serta meminimalisir aset yang menganggur melalui program inventarisasi
dan redistribusi aset. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan dengan
mengembangkan sistem digitalisasi layanan, sehingga pelayanan kepada pemerintah
daerah dapat dilakukan secaralebih cepat dan efisien.

Efisiensi ini diharapkan dapat mendukung peran Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi daerah melalui

pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif danberdaya guna.
D. KinerjaLain-Lain

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D)
telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Salah satunya adalah peringkat ke-3
dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan
Kementerian Keuangan, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap tatakelolayangbersih

danakuntabel. Selainitu, Direktorat P2D telahmencanangkan 16 Inovasi dalam pelaksanaan
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tugas tahun 2024 dimana 1 Inovasi (Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah/DARA)
masuk dalam 5inovasiterbaik Kementerian Keuangan, dan 5 Inovasimendapatkan predikat
inovasiterbaik tingkatinstansi DJPK. Direktorat P2D juga memperoleh penghargaan Inovasi
terkait program duta transformasi yang masuk dalam 10 besar Duta Transformasi terbaik
tingkat Kementerian Keuangan.

Dalam konteks isu tematik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terlibat aktif dalam mengatasitantangan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap keuangan pusat. Hal ini sejalan dengan
arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyoroti pentingnya peran DJPK
dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Prestasi dan keterlibatan ini menegaskan peran strategis Direktorat Pembiayaan
dan Perekonomian Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kemandirian

fiskal pemerintah daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) telah
melaksanakan berbagai program evaluasi internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja
serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal dan unit
kepatuhan internal. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan serta memastikan efektivitas kebijakan dan program yang telah
dijalankan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas, Direktorat P2D juga
menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dengan melakukan penyempurnaan mekanisme
kerja, peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, serta penguatan sistem
pengendalian internal. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan mencakup
digitalisasi proses bisnis guna meningkatkan transparansi, optimalisasi pengelolaan
anggaranuntuk efisiensiyanglebihbaik, serta peningkatankapasitas SDM melalui pelatihan
dan bimbingan teknis berbasis kinerja.

Keberhasilan Direktorat P2D dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi (ZI-WBK) menjadi bukti komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan tata
kelola yang bersih serta transparan. Prestasi sebagai peringkat ke-3 di Kementerian

Keuangan dalam pembangunan ZI-WBK menunjukkan bahwa evaluasi internal dan langkah
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perbaikan yang dilakukan telah memberikan hasil nyata dalam memperkuat budaya kerja
yang berintegritas dan profesional.

Dengan pencapaianini, Direktorat P2D terus berkomitmen untuk mempertahankan
standar akuntabilitas yang tinggi serta mendorong perbaikan berkelanjutan guna

meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.
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BAB 4
Penutup

Bab inimenggambarkan bagaimana Congklak
melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan,
di mana setiap langkah membawa manfaat jangka
panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2024
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024,
Pertanggungjawaban  tersebut telah  dijabarkan ke dalam 7 sasaran
strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasikan lebih lanjut melalui 16 Indikator Kinerja
Utama (IKU).

Dari16 IKU tersebut, seluruh iku berstatus hijau atau telah mencapai target sehingga
Direktorat P2D berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,06 dengan
rincian nilai sebesar 114,07 dari bidang stakeholder perspective (30%), 115,28 dari bidang
customer perspective (20%), 109,50 dari bidang internal process perspective (25%), dan
113,64 dari bidang learning and growth perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat P2D pada tahun 2024 adalah sebagai
berikut:

1) Indeksintegritas organisasi dengan capaian106,02

2) Tingkat efektivitas pengendalianrisiko fiskal daerah dengan capaian120

3) Tingkat efektivitas kerja sama keuanganinternasional dengan capaian108,33

4) Indeks efektivitas kebijakan belanjanegara dengan capaian102,89

5) TingkatImplementasiKebijakan Pembiayaan daninvestasi Daerah dengan capaian120

6) IndeksKualitas Pengelola Keuangan Daerah dengan capaian 119,92

7) Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending dengan capaian 120

8) Nilai Kinerja RegulasiPrioritas dengan capaian 119,79

9) Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dengan
capaian113,02

10) Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah dengan capaian
120

11) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan
capaian100,74

12) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan capaian
102,74

13) Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan capaian120

14) Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dengan capaian
106,38

15) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian108,18

16) Indeks PengawasanKearsipanInternal dengan capaian120

Selanjutnya, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian berkomitmen untuk
melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui
rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari
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perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif
dengan berbagai pihak baik dariinternal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku

kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.
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Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui
pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung
penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai
tujuan inklusif dan berkelanjutan.



LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-§/PK/2024
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi
Belanja Negora yorg Berkvallos don Akurdabel

Pengendalian don

Formutasl kebijakan pengawasan infernal
fiskal yong optmal

Pengeloloon Kevangon don
W okvnlo

N yang bel
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT [ENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAMN

Sasaran ProgramyKegiatan
Beelamja Megara vang
Berkualitas dam Akuntabe]

Indikatar Kinerja

la=CF Indeks inbegritas organisasi

Target

1b= W Tingkat efektivitas pengendalian risiko
fiskal dacrah

Kehijakan Fiskal vang
Ekspansif Konsolidatif

oo [ Tinghat efektivitas kerja sama keuangan
intermasional

TheTF Indiedes efektivitas kebijakan belarja
negara

2z-CP Tingkat Implementasi Kebijakan
Fembiavaan dan mvestasi Daerah

Alokasi Belanja Pesat dan TED
vang Tepat dan Akuntabed

1a.CP Indeks Kualitas Penpgelola Keuangan
Daerah

1b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewaijiban
Mandatory Spending

Formulasi Kebijakan Fiskal
vang Optimal

42-CP Milai Kinetja Regulasi Prioritas

4=l Indeks kealitas analises pengelolaan dana
transfer dan keuangan dastah

dc=M Tingkat kualitas penyvelesaian mdeks
kualitas layvanan publik daerah

Sinergi Perencanaan dan
Penganggaran Belanja
Pemerintah Puesat dan TED

5a=CF Tmgkat sinkronksasi perencanaan
penpganggaran belarja Pemermtabh Fusat dan
TED

Pengendalizn dan Pengawasan
Internal vang Berndlat Tambah

G- TP Persentase rekomendasi BPK atas LEPP
dan LK BUN vang telah ditindaklanjuti

=M Persentase rekomendasi hasil pengawasan
Itjen vang ditindaklarjuet

Organisast dan S0M vang
Berkinerja Tingpt

T TP Indeks efektivitas ckosistem kehumasan

Th=CT Persentase Implementasi Inisiatif Strategis
EETK dan Data Analytics

Pengelolaan Beuangan dan
Bk vang Akuntabel

Ba<M Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

fhM Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
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Programy Kegiatan Tahun 3024 Amggaran

L. Program Kebijgkar Fiskal Ep 1 358,27 1.0KK0

Chetput Program: Kebifakam Fiska' den Sektor Keumegean Ep 1 358 271NN
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sekbor Keuangan Ep 1 358271001
Program Peagelolaan Belanfa Negent Ep L E62.G7TINN
Dt Program: Alskrsi Belimia Pemerictall Pesar dom TRD Ep F50.A5 6.
a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD Ep 38 T
b, Perumusan Kebijakan Administratf Penganggaran Pusat dan TED Ep 12 750NN
Chetput Program: Penganggaram Berfimsiz Kinerjo of KL dar P Ep LAOT1.A2LINN
a.  Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Ep 1531820106

k. Manitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD Ep 480 (ALK

lakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direklur Pembiayaan dan Perekonamian Daerah

Luky Alfirman Adrvanto
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RINCIAN TARGET KINERJA
DIREETUR PEMBIAYAAN DAN PEREKOMNOMIAN DAERAH
DMREKTUR JEMDERAL PERIMBANGAN KEUAMNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024
K 5 dan TKU Target
SSAKU = ' o | Q2 pmtd Q3 |sdqgy
Belanja Megara vang Berkualitas dan Akuntabe]

Indeks integritas organdsasi

Tingkat efektivitas pengendalian
risiko fiskal daerah

Kebijakan Feskal vang Ekspansif Konsolidatif

Tingkat efektivitas kerja sama

keuangan internasional

Indeks efektivitas kebijakan belanja
negara

Tingkat Implementasi Kebijakan

Pembiavaan dan investasi Dacrah

Alokasi Belanj Pusat dan TKD vang Tepat dan Akuntabel

Indeks Kualitas Penpelola Kewangan
Daserah

Tingkat Kepatuhan terhadap

Kewajiban Mandatory Spending

Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal

Milai Kinerja Regulasi Prioritas

Indeks kualitas analisis pengelolaan

dana transfer dan keuangan daerah

Tingkat kualitas penyelesatan
mdeks kualitas Layvanan publik
dacrah

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TED

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2D TAHUN 2024



lnghat sinkronizasl perencanaam
penganggaran belanja Pemerindah
Pussat dan TED
it Pengendalian dan Pengawasan Intemnal vang Bernilal Tambah
fa-CP | Persentase relomendasi BPK alas s 3% El @
LEFF dan LE BUN yang telsh
ditindaklanjuti
HbCF | Persentase rebomwnidasi hasil L Ll 4% BF% | GOW | 93% 9E%
pengawasan ljen yang
ditindaklanjuti
& CUrganisas] dan S0OM vang Berkinerja Linggl
FaCP | Indeks efektivitas ckosistem IDLH} L LR} IDLH} LIl L 1LK]
kehemasan
s F | Fersentage Implemenias Inslatif s "% 465 B % | M W
Strategs KB TE dan Data Analytics
B Fengelalaan Reuangan dan BMMN yang Akuntabel
Sl Ferseniase Buaalitas Pelaksanaan YHRA% | AN | Y AN YR SR] U85 | 95 8% | eAR
Anggaran
bW | Inedieks Fengawasan Kearsipan - @1 a1 a1 41
IndeErmal

|akarta, 31 |anward 2024

Dircktur Pemblayaan dan Perckonamdan

Laerab,
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SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA
1 | NAMA Adriyanto 1 | NAMA Luky Alfirman
2 | NIP 196806011995031002 2 | NIP (*opsional) 197003271995031002
3 | PANGKAT/ GOL. RUANG Pembina Utama Madya, IV/d 3 | PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina Utama, [V/e
4 | JABATAN Direktur Pembiayvaan dan Perekonomian 4 | JABATAN Direktur Jenderal Perimbangan
Daerah Keuangan
5 | UNIT KERJA Direktorat Jenderal Perimbangan 5 | UNIT KERJA Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Keuangan
HASIL KERJA
NO ‘ RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET | PERSPEKTIF
M | @2l | @) @ | Bl
A, UTAMA
1 | Belanja Negara yvang Berkualitas dan Indeks integritas organisasi 100 Penerima Layanan
Akuntabel
Tingkat efektivitas pengendalian risiko 80 Penerima Layanan
fiskal daerah
2 | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif | Tingkat efektivitas kerja sama keuangan 100% Penerima Layanan
internasional
Indeks efektivitas kebijakan belanja negara a5 Penerima Layanan
Tingkat Implementasi Kebijakan 75% Penerima Layanan
Pembiayaan dan investasi Daerah
3 | Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat Indeks Kualitas Pengelola Keuangan 78 Penerima Layanan
dan Akuntabel Daerah
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban 70 Penerima Layanan
HASIL KERJA
NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(1) 2 3) ) (5)
Mandatory Spending
4 | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal Nilai Kinerja Regulasi Prioritas a5 Proses Bisnis
Indeks kualitas analisis pengelolaan dana 86 Proses Bisnis
transfer dan keuangan daerah
Tingkat kualitas penyelesaian indeks 75 Proses Bisnis
kualitas layanan publik daerah
5 | Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Tingkat sinkronisasi perencanaan 100% Proses Bisnis
Belanja Pemerintah Pusat dan TKD penganggaran belanja Pemerintah Pusat
dan TKD
6 | Pengendalian dan Pengawasan Internal yang | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP 91% Proses Bisnis
Bernilai Tambah dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil pengawasan 98% Proses Bisnis
Itjen yang ditindaklanjuti
7 | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 100 Penguatan Internal atau
Anggaran
Persentase Implementasi Inisiatif Strategis 94% Penguatan Internal atau
RBTK dan Data Analytics Anggaran
8 | Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95,5% Penguatan Internal atau
Akuntabel Anggaran
Indeks Pengawasan Kearsipan Internal a1 Penguatan Internal atau
Anggaran
B. TAMBAHAN
|
PERILAKU KERJA*
1 Berorientasi pelayanan
- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
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PERILAKU KERJA*

- Melakukan perbaikan tiada henti

Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh
pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak
berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

2 Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,
disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi,
penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna
menjaga nama baik institusi dan negara.

3 Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang
selalu berubah

- Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung
Jjawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara
efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upayva
pengembangan kompetensi diri.

4 Harmonis

-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
-Suka menoclong orang lain
-Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta
sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.

5 | Laoyal

-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi,
penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna
menjaga nama baik institusi dan negara.

6 Adaptif

PERILAKU KERJA*

-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
-Bertindak proaktif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam
upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang
perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

7 Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan
bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta
sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.

Pegawai yang Dinilai

Adriyanto
196806011995031002
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Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

Luky Alfirman
197003271995031002
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LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWA]

PERIODE PENILAIAN:
KEMENTERIAN
KEUANGAN 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN
2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. | 62 pegowal poda wnl T

2, | Pegowad membutuhkan peraletan kerja antara loin bomputerdaptop, alot tulis, dan
lerim-lain,

SKEMA PERTANGGUNGIAWABAN

1. | Hasil kera ditaporkan secara triwulanan

Target

s.d.
0z 5Smtl Q3 a3 04

1 Indaks integritas - - - - - 100 100
organisasi

2 | Tingkat afoktivitas - 15 ih - - a0 B0
pengendalian risiko fiskal
daerah

3 | Tingkat efekiivitas kerja - - - - - 100% | 100%
sama keuangan
internasional

4 | Indeks efekiivitas - - - - - 85 85
kebijakan belanja negara

& | Tingkat Implamentasi - - - &0% | 50% | T5% 8%

Kebijakan Pembiayaan
dan investasi Daerah
6 | Indeks Kualitas Pongelola - [ 78 - - e 18
Keuangan Dacrah
7| Tingkat Kepatuhan - m 70 - - o 1
terhadap Kewajiban
Mandatory Spending

8 | Nilai Kinerja Regulasi
Prioritas

9 | Indeks kualitas analisis
pengelolaan dana transfior - - - - - 86 BE
dan keuangan daarah

40 40 B0 &l 85 Ba
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10 | Tingkat kualitas
paryelesaian indeks
kualitas layanan publik
daerah
11 | Tingkat sinkronisasi - 100 [ 100% | 103 | 100 | 100% [ 100%
perencanaan % % 4
panganggaran belanja
Pemerintah Pusat dan
TKD
12 | Persentase rekomendasi - 0% | 309 - 0% | 91% 91%
BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah
ditindaklanjuti
13 | Persentase rekomendasi 35% | 40% | 40% | 60% | 60% | 98% 98%
hasil pengawasan Itjen
yang ditindaklanjuti
14 [ Indeks efekiivitas 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
akosistem kehumasan
15 | Persentase Implementasi | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | W% B4%
Inisiatif Srategis RETK
dan Data Analytics

[ fh - - - i

16 | Persentase Kualitas 95,5 | 955 | 95,5% | 95,5 | 95,5 | 955 | 95.5%
Pelaksanaan Anggaran ¥ ¥ % % ]
17 | Indeks Pengawasan - &1 a1 - - a1 81
Kearsipan Internal
KONSEKUENSI

Apabila target Einerja tercapal maka diberikan penghargoan sesual beteribuarn gorng
berlakuw.

&

Apabila target kinerja Bdak tercapal maka diberiban pembinean daonfatou sanks
sesual kefentuan yang herlaku.

Jakarta, 31 Januari 2024
Pogawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja

Adriyanto Luky Alfirman
196806011995031002 197003271995031002
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B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur P2D
Tahun 2024

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-6A/PK/2024

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah
Pusat dan TKD

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-6,/PK /2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai

Menjadi
Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama
dihapus

Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja
Pemerintah Pusat dan TKD

dihapus

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen vang
ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan Ifjen yang
ditindaklanjuti

Organisasi dan SDM vang Berkinerja Tinggi

Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data
Analytics

Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data
Analytics

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

Pengelolaan Keuangan dan BMN yvang Akuntabel

P
Per

tase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
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b. Perubahan Target danfatau Trajectory IKU

Indeks integritas organisasi

Tingkat efektivitas pengendalian risiko
fiskal daerah

Tingkat efektivitas kerja sama keuangan
internasional

2h-CP

Indeks efektivitas kebijakan belanja
negara

2c-CP

Tingkat Implementasi Kebijakan
Pembiayaan dan Investasi Daerah

3a-CP

Indeks Kualitas Pengelola Keuangan
Daerah

3b-N

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban
Mandatory Spending

4a-CP

Nilai kinerja regulasi prioritas

Indeks kualitas analisis pengelolaan dana

transfer dan keuangan daerah

Tingkat kualitas penyelesaian indeks
kualitas layanan publik daerah

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK-BUN vang telah ditindaklanjuti

10% | 30%

Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

9 91

Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan,

Luky Alfirman

Jakarta, 26 Juni 2024

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,

Adriyanto
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ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2024

tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Kinerja Peg

Rencana Hasil Kerja

Alokasi Belanja Pusat
dan TKD) yang Tepat
dan Akuntabel

Sebelum

Indikator Kinerja Individu
Tingkat Kepatuhan terhadap
Kewajiban Mandatory

Spending

Target No

Menjadi

Rencana Hasil Kerja
Alokasi Belanja Pusat dan
TKD yang Tepat
dan Akuntabel

Indikator Kinerja Individu
Tingkat Kepatuhan terhadap
Kewajiban Mandatory

Spending

Target

Formulasi Kebijakan

Fiskal yang Optimal

Nilai Kinerja Regulasi

Prioritas

Tingkat kualitas penyelesaian

indeks  kualitas layanan

publik daerah

Formulasi Kebijakan

Fiskal yvang Optimal

Nilai Kinerja Regulasi

Prioritas

Tingkat kualitas
penyelesaian indeks kualitas

layanan publik daerah

Sinergi Perencanaan dan
Penganggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan

TKD

Tingkat sinkronisasi

perencanaan penganggaran
belanja Pemerintah Pusat dan

TKD

Pengendalian dan
Pengawasan Internal
yang Bernilai Tambah

Persentase rekomendasi BPK
atas LKPF dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan

ditindaklanjuti

Ijen  yang

Pengendalian dan
Pengawasan Internal vang
Bernilai Tambah

Persentase rekomendasi BPK
atas LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan  ltjen  yang

ditindaklanjuti

Organisasi dan SDM yang
Berkinerja Tinggi

Indeks efektivitas ekosistem

kehumasan

Persentase Implementasi
Inisiatif Strategis RBTK dan

Data Analytics

Organisasi dan SDM vang
Berkinerja Tinggi

Indeks efektivitas ekosistem

kehumasan

Persentase Implementasi
Inisiatif Strategis RBTK dan

Data Analytics

Pengelolaan
dan BMN
Akuntabel

Keuangan
yang

Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran

Indeks Pengawasan

Kearsipan Internal

Pengelolaan ~ Keuangan
dan BMN yang Akuntabel

Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran

Indeks Pengawasan

Kearsipan Internal

b. Perubahan L

Sebelum
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Indikator Kinerja Utama

Tingkat efektivitas pengendalian risiko
fiskal daerah

Tingkat efektivitas kerja sama keuangan
internasional

Indeks efektivitas kebijakan belanja
negara

Tingkat Implementasi Kebijakan
Pembiayaan dan Investasi Daerah

Indeks Kualitas Pengelola Keuangan
Daerah

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban
Mandatory Spending

Nilai kinerja regulasi prioritas

Indeks kualitas analisis pengelolaan dana
transfer dan keuangan daerah

Tingkat kualitas penyelesaian indeks
kualitas layanan publik daerah

Tingkat sinkronisasi perencanaan
penganggaran belanja pemerintah pusat
dan TKD

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti

Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
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C. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/PK/2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN
Dalam melaksanakan tugas sebagai Dircktur Pembiayaan dan Perckonomian Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungs: dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja
scbagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja .

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menenma segala konsekuens: atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Visk

Modi pengelols Pemitnaysan dan Pevel Daerah wmuk dukung visi DIPK Manjadi pengelols Hubungan Kevangan Pusat
@an Deerah yang add don = untuk vpaedioan p ghatan dan per Loy publik serta dayn saing doerah.

Pengeicioon Kevangan Dosrch yong
berkualilas dan sinergis

£

Formulosi kebfokon yang berkualifas
dan kerja soma kevengon
Interncsional yang efeid

Fengeioloan ceganisasl dan SOM yang
odaooit sera komuniicasl publik yong Pengelcioan Kevangan yang akuniobel
efektd
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Belamja Megara vang efektf, Ta-C1" Indeks integritas 100
efisien dan akuntabel 1b-CP  Indeks efektivitas belanja dan investasi 100
Te-M Indeks efektivitas pengendalian risiko B2
fiskal daerah
2 | Kinerja Fiskal vang Akuntabel | 24CP  Indeks kinera kebijakan fiskal (belanja 100
dan Efektif negara)
2bCP Persemtase tindak lanjut rekomendasi 9%
BPK atas LKFPP dan LKBUN
2e-M Indeks Kualites Penyelessian Indeks B2
Layanan Publik Daerah
3 | Pengelolaan Kevangan Daerah | 32-CF  Tingkat implementas: kebijakan B0%
vang berkualitas dan sinergis pembiayaan dan investasi daerah
3b-CF Indeks kesesusian KUA PPAS dengan n
KEM FPI'EF E‘tll.'t;jnl'lul
2e-CP Indeks kualitas pengelola kewangan 83
daerah
4 | Formulasi kebijakan vang da-CT* Tingkat pencapaian kerja sama 1%
berkualitas dan kerja sama keuangan internasional
kevangan internasional yang Ab-CP  Indeks koalitas rumusan kebijakan U35
whektif
] . Pengawasan dan PL*:nl.';L'nr_:IuJ:iun . Sarly Indeks J‘unS\-::rPtir.n...'llun |.'L":I'IEL"]L1L.'IEL1'I Tl
internal vang efektif Arsip
6 | Pengelolaan organisasi dan Ga-C1*  Persentase Implementasi 15 RETK dan 100%
S50M yang adapiif serta Data Analytics Unit
komunikasi publik yang 6b-CF  Indeks efektivitas komunikasi 100
whektif
7| Pengelolaan Keuangan yang Fa-M Persemtase Kualitas Pelaksanaan 95.5%
Akuntabel Anggraran
Programy/Kegiatan 2025 Anggaran
FProgram:
Belanja MNegara Rp2.6%4, 968,00
Kegiatan
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisas: Rp1, 778,055,000
I Monitoring dan Evaluasi kinega Anggaran Pusat dan TEDD Ep8d2,352,000
3 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan Ep?a,561,000
TR
FProgram:

%
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Kebijakan Fiskal Rp2,250,384,000
Kegiatan

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

tangani Secara Elektronil

Luky Alfirman Adriyanto

ira Elektronil
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RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUMN 2025

1 Belanja Megara yang efektif, efisien dan akuntabel

1a-CF | Indeks integritas 100 100 100 100 100 100 100
1B-CF |Indeks efekbivitas belanja 100 100 100 100 100 100 100
dan investasi
16N [Indeks efektivitas 15 35 35 55 s | sz | oM
pengendalian risiko fiskal
daerah
2 |Kinerja Fiskal vang Akuntabel dan Efekiif
2a-CP | Indeks kinerja kebijakan 100 100 100 100 100 100 100
fiskal (belanja negara)
| 2CP | Persentase tindak lanjut 0% | 0% | 20w | 35t | asw | o | e
rekomendasi BPE atas LKPP
dan LKBLUM
2e-M | Indeks Kualitas ax a2 a2 A2 a3 a2 A2

Peryelesaian Indeks
Layanan Publik Daerah

3 |Pengelolaan Keuangan Daerah vang berkualitas dan sinergis
3a-CP | Tingkat implementasy 15% 0% 0% 55% 55% B0% B%
kebdjakan pembiavaan dan

nvestasi dacrah

| 3b-CP |Indeks kesesuaian KUA 15 30 30 55 55 | 7 | 70
PPAS dengan KEM FPEF
Regional
3¢-CP | Indeks kualitas pengelola 83 B3 53 H3 83 83 A3

kevangan daerah

4 |Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional vang efekbif
da-CP | Tingkat pencapaian kerja 100% 100% 100% 100% 100% 1 100%
sama keuangan

internasional

AB-CT | Indeks kualitas rumusan 5 955 955 95.5 955 955 955
kebigjakan
5 |Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Sa-M |Indeks Pengoptimalan Bl a0 a0 A0 Bl 10 1000

Pengelolaan Arsip

6 |Pengelolaan organisasi dan SDM vang adaptif serta komunikasi publik yang efektif
ba-CF | Persentase Implementasa S 20% 45% 45% Tk 0% T 100%
EBTK dan Data Analytics

@.
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Lnit

- | Indeks efekbivitas

komunikasi

7 |Pengelolaan Keuangan yang

Fa-M | Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran

1600 10 100 TiH 100 10 100
Akuntabel
05.5% 055% | 955% | 955% | 955% | 955% | 955%

Jakarta, 31 Januard 2025

[Hrektur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Adoyanto
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INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2025

I
1. Direktorat | 176,000,000

Kinetja Fiskal vang 1. Kebijakan Jan -
Akuntabel dan Efekbif Indeks Regional Pembangunan Desember Framework dan n Indikator Pembaayaan
Wellbeing Indicator | Daerah vang Indikator Regional dan
Lebih Tepat Regional Wellbeing, Ferekonomia
Sasaran Wellbeing Indes, | Dashboard n Daecah
3 Efektvitas dan Pembangunan Pemantauan
Efisionsi Dashboard Perkembangan
Pengalukasian Pemantavan Kesejahteran

Perkembangan Regional.
Kesejahteran

Regional

Anggaran Daerah
3.n Daerahe.
Peningkatan
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Daerah

4. Peningkatan
Kualitas
Kebijakan Soaial
dan Ekonomi

Daerah

5. Peninpghkatan
Kualitas
Kebijakan Sosial
dan Ekonomi
Daerah

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Adniyanko
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SASARAN KINERJA PEGAWAL

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI FEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KEREJA MANDIE]

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januarl a.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAL PEJABAT PENILAI KINER.JA
NAMA Adriyanto NAMA Luky Alfirman
NIF 19680601 199503 1 002 NIF 19700327 1949503 1 002
PANGEKAT/ Pembina Utama Madya ([V,/d) PANGEAT/ Pembina Utama [IV/e)
GOL RUANG GOL RUANG
JABATAN Direktur Pembiayaan dan Perekonomian| JABATAN Direktur Jenderal Perimbangan Kenangan
Daerah
UNIT KERJA IDirektorat Pembiayaan dan UNIT KERJA Direktorat Jenderal Perimbangan
Perekonomian Daerah Kenangan
NO RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET | PERSPEKTIF
) 2] 131 4 | [5)
A. UTAMA
1| Belanja Negara yang efekf, Indeks intepritas 100 Penerima Lavanan
elisien dan akuntabel Indeks elektivitas belanja dan investasi 100 Penerita Lavanan
Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal a2 Fenerima Layanan
daerah
Kinerja Fiskal vang Akuntabel Indeks kinera kebijakan fiskal (belanja 100 Penerima Lavanan
dan Efektbif negara)
Persentase tindak lanjut rekomendasi BIK 91% Penerima Lavanan
atas LKPP dan LKEUN
Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Lavanan 82 Fenerima Layvanan
Publik Draerak
Pengelolaan Kevangan Daerah Tingkat inplementasi kebifakan pemblayaan B0 Penerita Lavanan
%
yang berkualitas dan sinergis dan investasi daerah
Indeks kesasuaian KUA PPAS dengan KEM 0 Penerima Lavanan
FPKF Regional
Indeks kualitas pengelola keuangan daerah 8 Penerima Lavanan
Formulas kebijakan vang Tingkat pencapaian kerja sama keuangan 100% Proses Bianis
berkualitas dan kerja sama intermasional
:E&':::g‘m Internasinnal yang Indeks kualitas rumusan kebijakan Rk ] Proses Bianis
Pengawasan dan pengendalian Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip 100 Proses Bisnis
internal yang efekhif
Pengelolaan organisasi dan SDM | Persentase Implementasi 15 RETK dan Data 100% Penguatan Internal
vang, adaptif serta komunikasi Analytics Unit atau Anggaran
publik yang efektif Indeks efekbivitas komunikasi 100 Penguatan Internal
atau Anggaran
Pengelolsan Kewangan vang P tase Kualitas Pelaksanaan Angg; 95.5% Penguatan Intarnal
Akuntabel atau Anggaran
B, TAMBAHAN
PERILAKU KERJA
1 Berorlentasi pelayanan
- Memahami  dan  memenuhi  kebutuhan | Ekspektasi Khosus Pimpdnan:
magyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan @ Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada selurub
- Melakukan perbaikan tada henti pemanghku  kepentingan  tanpa membeda-bedakan, bertindalk
berdasarkan kompetensl dird, dan senantiasa melakukan
perbalkan dalam rangka meninghkatkan mutu pelayanan.
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PERILAKU KERJA

2 Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tngegl
- Mengrunakan kekayaan dan barang milik | Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai
negara secara bertangpung jawab, efelctif, dan | situasi, penubh tanggung jawab serta beranl menyuarakan
eflaien. kebenaran guna menjaga nama balk institusl dan negara.
- Tidak menvalabgunakan kewenangan jabatan
3 Kompeten
|~ Meningkatkan kompetenal diri untuk menjawab | Ekspekiasi Khusus Fimpinan:
tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar Berdedikasl untuk senantiasa bekerja sesual tugas dan tanggang
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terballe Jawab, mengoptimalkan kompetensl vang dimilild, serta bekerja
secara efeltif dan eflsien dengan terus-meners melakukan upaya
pengembangan kompetensi dirl.
4 Harmonis
-Menghargal settap orang apapun  latar | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
belakangnya
-Buka menclong orang lain Bersikap positl] & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
-Membangun lingkungan kerja vang kondusif mencapal hasil kerja yvang terbaik berlandaskan keterbukaan serta
slkap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak,
| | dan kewajiban.
5 Loyal
-Memegang teguh ideologli Pancasila, Undang- | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Undang Dasar MNegara Republik Indonesia
Tahun 1045, setla pada Negara Kesatuan | Menjunjung dan mentaati nllal-nilal kebenaran dalam berbagal
Republik [ndomesia serta pemerintahan vang | sltuasl, penub tanggung jawab serta beranl menyuarakan
sah kebenaran guna menjaga nama balk institust dan negara.
-Menjaga nmama balk sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara
PERILAKU KERJA
[ Adaptif
-Cepat menyesuaikan il menghadapl | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
perubahan
-Terus berinovasd dan mengembangkan | Melakukan peninjauan pekerjfaan dan menerima masukan dalam
kreativitas upaya peningkatan kualitas kerja, serta proakiifl mencarl peluang
- Bertindak proaktif perbalkan dengan memanfaatkan informasi terkini.
T Kolaboratf

| “Memberi kesempatan kepada berbagal plhak

unifuk berkontribusi

-Terbuka  dalam  bekerja sama  untuk
menghasilkan nilal tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagal

| sumberdaya untuk tujuan bersama

Pejabat Penilai Kinerja,

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

[ Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positlfl & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
mencapal hasil kerja vang terbaik berlandaskan keterbukaan serta
alkap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hal,

dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pegawal yang Dindlai,

.-\r:lri}-a"ba
19680601 199503 1 002
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LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. |70 pegawal

2. | Pegawai membutuhian peralatan kerja antara lain kemputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lai.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Haszil kerjae dilaporkon secara trissulanan

1a-CP | Indeks integritas plid] 100 100 100 100 100 100
1b-CP | Indeks efektivitas belanja dan investasi plid] 100 100 100 100 100 100
.| Imdeks efektivitas pengendalian risiko fiskal 15 a5 35 55 55 a2 B2
Te-M
daerah
2a.CP Indeks kinerja kebijakan fskal (belanja LI 100 1m 100 100 100 100
| megara)
P Persentase tindak lanjut rekomendasi BPE 10% % ik 5% 5% % 9%
atas LKPP dan LKBUN
2N Indeks Kualitas Penvelesaian Indeks Lavanan| 82 82 82 B2 B2 82 B2
Publik Daerah
Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan | 15% Ak 0% 55% 55% F.r B0%
Ja-CP . !
dan investasi daerah
TP Indeks kesesuaian KUA PPAS denpan KEM 15 Ell] ao 55 55 T 0
FFPEF Regional
3c-CT | Indeks kualitas pengelola kevangan daerah 43 5] K] g3 53 5] B3
da-CP Tengkat pencapaian kerja sama keuangan 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
" internasional
Ab-CF | Indeks kualitas rumusan kebijakan 955 955 955 9455 955 955 455
Sa-M | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip 80 80 80 B BD 100 100
fa-CP Persentase ]l:np]m:mdd:u 1S RBTE dan Data 20% 45% 45% % 0% 100% 100%
Analytics Unit
ab-CF | Indeks efektivitas komunikasi LI 100 10 100 100 100 100
Ja-M | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 055% | 955% | 955% | 955% | 955% G55% | 955%
KONSEKUENSI
Apabila target kinerja tercapel maka diberiban penghargaan sesual ketentuon yoang berlak.
Apabila target kinerja tdak tereapal maka diberiban pembinaan dandatou sanksl seseal ketertuan gang berlaeki

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja, Pegawali yang Dinilai,

Luky Alfirman Adrivanto
19700327 199503 1 002 19680601 199503 1 002
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Unit Organisasi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

: Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Tahun Anggaran 12024
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Indeks
m (2) (3 (4) (5) (6)
] Belanja Negara yang Berkualitas Irnmdekslntegrlltails Organisasi . 100 106,02
. dan Akuntabel 'Qggrl;a; efektivitas pengendalianrisiko fiskal 80 100
E?Srlﬁlzts?;‘i:rivitas kerja samakeuangan 100% 108,33%
2. Eebuak_an E|skal Yang Ekspansif Indeks efektivitas kebijakan belanja negara 85 87,46
onsolidatif . . - .
Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan o o
. . 75% 90%
daninvestasi Daerah
Alokasi Belania Pusat dan TKD Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah 78 93,54
okasiBelanja Fusatdan IRUYang | Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban
3 | Tepat dan Akuntabel Maﬁ datorypspen ing prews 74% 90,43%
Nilai Kinerja Regulasi 95 113,8
Formulasi kebijakan fiskal yang Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana 86 972
4. optimal Transfer dan Keuangan Daerah ’
Tingkat kualitas penyelesaianindeks kualitas
. 80 100
layanan publik daerah
. Persentase rekorT\_endaS| BPKatas LKPP dan LK 91% 91.67%
5 Pengendalian dan Pengawasan BUN yang telah ditindaklanjuti
' Internal yang bernilai tambah Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen 97% 100%
yang ditindaklanjuti ? °
o Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 100 120
6 Organisasidan SDMyang 5 . St S SRETK
: Kineria ti : ersentase ImplementasiInisiatif Strategis o o
berkinerja tinggi dan Data Analytics 94% 100%
7. Pengelolaan Keuangan dan BMN Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95,5% 103,31%
yang Akuntabel
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Indeks Pengawasan Kearsipan Internal 91% 112,94% _

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 :Rp. 5.106.014.000 Jakarta, 12 Februari 2025
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Jumlah Realisasi Anggaran KegiatanTahun2024  :Rp.4.832.721.000

Adriyanto
NIP196806011995031002
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